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ABSTRACT

TRI SATRIO UTIARAHMAN. E1117052. ANALYSIS OF TRANSPARENCY
AND ACCOUNTABILITY IN ZAKAT FUND MANAGEMENT (A CASE
STUDY IN BAZNAS BONE BOLANGO REGENCY)

This study aims to analyze the form of transparency and accountability in the
management of zakat funds. This study takes place at the Office of National Amil
Zakat Agency (BAZNAS) of Bone Bolango Regency. This study employs a
qualitative method. The object of the research in this study covers transparency and
accountability. Data collection is through interviews with the BAZNAS officials of
Bone Bolango Regency, observation of the activities they carried out, and
documentation. The analytical technique used in this study is to reduce the data,
focus on the main problem, and present the data |n disepssten, and draw

good at managing zakat funds, where in carrylng out its activities |t is based on
established procedures and regulations. However, for financial reporting, the
accounting standards of PSAK 109 have not yet been applied, and there has also
been no auditing of financial statements.

Keywords: BAZNAS, transparency, accountability
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ABSTRAK

TRI SATRIO UTIARAHMAN. E1117052. ANALISIS TRANSPARANSI
DAN AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN DANA ZAKAT
(STUDI KASUS PADA BAZNAS KABUPATEN BONE BOLANGO)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis wujud Transparansi dan Akuntabilitas
dalam hal pengelolaan dana zakat. Penelitian ini dilaksanakan pada Badan Amil
Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bone Bolango. Penelitian ini menggunakan
metode kualitatif. Objek dari penelitian ini adalah Transparansi dan Akuntabilitas.
Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara dengan para pengurus
BAZNAS Kabupaten Bone Bolango, mengobservasi kegiatan yang mereka
lakukan, dan melakukan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan pada
penelitian ini adalah mereduksi data, untuk memfokuskan pada pokok
permasalahan kemudian menyajikan data dalam bentuk pembahasan dan kemudian
menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa trapspargn;

Kabupaten Bone Bolango sudah cukup baik, namun belufg
BAZNAS Kabupaten Bone Bolango sudah cukup terbgks
informasi kepada publik baik melalui media ataupuf
langsung pada saat melakukan pendistribusian. Namun, masi
hal publikasi laporan keuangan kepada publik. Untuk ‘
Kabupaten Bone Bolango juga sudah cukup baik dalam e i
dimana dalam melaksanaan kegiatannya sudah berdasarkan prose “dan regula5|
yang di tetapkan. Namun untuk pelaporan keuangannya masih belum menerapkan
standar akuntansi PSAK 109, dan juga belum dilakukannya auditing laporan
keuangan.

Kata kunci: BAZNAS, transparansi, akuntabilitas
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam, tujuan utama dari zakat yaitu
meningkatkan kesejahtraan rakyat dan untuk mengurangi kesenjangan sosial dalam
masyarakat agar dapat tercapai secara maksimal, maka dari itu dibutuhkan suatu
Organisasi Pengelola Zakat, yang dapat mengatur dan mendistribusikan zakat
secara adil dan merata. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar berdirinya berbagai
Organisasi Pengelola Zakat di berbagai negara, termasuk di Indonesia. (Rani
Rahmat dkk, 2017).

Kewajiban untuk berzakat tercantum dalam QS At-Taubah ayat 103 yang
artinya “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu
membersihkan dan mensucikan mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi
ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha
Mengetahui. (Q.S At-taubah 103).”

Zakat merupakan salah satu instrumen yang berpengaruh dalam ekonomi
dan sosial di kalangan masyarakat muslim, maka zakat perlu dikelola secara
profesional. Potensi Zakat di Indonesia (2011) berdasarkan penelitian dari
BAZNAS dan FEM IPB sekitar 217 triliun rupiah. Angka ini sama dengan 3,4%
dari PDB Indonesia 2010 (Kemenag, 2013: 3). Namun, jumlah ini masih jauh dari
yang seharusnya. Hal ini mungkin disebabkan oleh rendahnya kesadaran umat
Islam Indonesia untuk membayar zakat dan pengelolaan zakat yang perlu

ditingkatkan (Mutmainah, 2015)



Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan
kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Berbeda dengan sumber keuangan untuk
pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik apapun kecuali ridha
dan mengharap pahala dari Allah semata. Namun demikian, bukan berarti
mekanisme zakat tidak ada sistem kontrolnya. Nilai strategis zakat dapat dilihat
melalui: Pertama, zakat merupakan panggilan agama, la merupakan cerminan dari
keimanan seseorang. Kedua, sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti.
Artinya orang yang membayar zakat, tidak akan pernah habis dan yang telah
membayar setiap tahun atau periode waktu yang lain akan terus membayar. Ketiga,
zakat secara empirik dapat menghapus kesenjangan sosial dan sebaliknya dapat
menciptakan redistribusi aset dan pemerataan pembangunan (Ghofur, 2021).

Berdasarkan data dari BPS pada tahun 2019, Bone Bolango sebagai salah
satu kabupaten di provinsi Gorontalo memiliki persentasi penduduk muslim 99%.
Hal ini jelas membuat Kabupaten Bone Bolango sebagai salah satu daerah yang
mempunyai potensi yang besar akan zakat. Akan tetapi, potensi zakat yang besar
tidak akan dapat tercapai jika tidak dikelola secara benar.

Pengelolaan yang kurang terencana dan tanpa manajemen menjadi dua hal
penting yang menyebabkan potensi zakat belum mampu menekan angka
kemiskinan. Ditambah dengan pendistribusian yang belum merata, serta para
mustahiq yang rata-rata dalam penggunaannya masih bersifat konsumtif atau dalam
artian cuman sekedar di pakai saja, menunjukkan bahwa dana zakat belum mampu
memperbaiki perekonomian umat. Melihat permasalahan ini, pemerintah dan juga

masyarakat terdorong untuk membentuk suatu organisasi yang berfungsi untuk



menghimpun, mengelola, serta menyalurkan zakat bagi masyarakat yang
membutuhkan. Maka kemudian dibentuklah suatu organisasi pengelola zakat atau
yang di sebut OPZ. Di Indonesia, pengelolaan zakat di atur berdasarkan UU No. 38
Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, Keputusan Kementrian Agama No. 581
tahun 1999 dan keputusan direktur jendral bimbingan masyarakat ilslam dan urusan
Haji no. D/29 tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat. OPZ terdiri
atas dua yakni Badan Amil Zakat (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).
Untuk mengakomodir potensi zakat di indonesia yang terus berkembang, maka
pemerintah mengeluarkan UU No. 23 Tahun 2011 yang mengatur tentang
pengelolaan zakat.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011 tentang
pengelolaan zakat. BAZNAS merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah
yang diberikan wewenang untuk melakukan tugas pengelolaan zakat secara
nasional. Tugas dari BAZNAS diantaranya adalah melakukan perencanaan,
pelaksanaan, pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan
zakat, serta melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaa pengelolaan
zakat. Untuk membantu BAZNAS dalam melaksanakan tugasnya, masyarakat
dapat membentuk LAZ. Untuk membentuk LAZ, wajib mendapatkan izin dari

menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri terlebih dahulu.

Di Gorontalo sendiri terdapat tujun BAZNAS yakni : BAZNAS Provinsi
Gorontalo, BAZNAS Kabupaten Gorontalo, BAZNAS Kabupaten Boalemo,
BAZNAS Kabupaten Pohuwato, BAZNAS Kabupaten Bone Bolango, BAZNAS

Kabupaten Gorontalo Utara dan BAZNAS Kota Gorontalo. Serta dua LAZ di Kota



Gorontalo yang telah memiliki izin yaitu Baitul Maal Hidayatullah dan Pusat Zakat

Umat.

Dalam pelaksanaan pengelolaan zakat, diawali dengan pengumpulan dana
zakat dari muzakki olen OPZ. Muzakki membayarkan zakat sesuai perhitungan
kewajiban zakatnya. Berdasarkan hadist dari Ali bin Abi Thalib radiyallahu ’anhu,
Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Jika kamu punya 200 dirham dan
sudah mengendap selama setahun maka ada kewajiban zakat 5 dirham. Dan kamu
tidak memiliki kewajiban zakat untuk emas, kecuali jika kamu memliki 20 dinar.
Jika kamu memiliki 20 dinar, dan sudah genap selama setahun, maka zakatnya
setengah dinar. Lebih dari itu, mengikuti hitungan sebelumnya. (HR. Abu Daud).
Dari penjelasan hadist di atas, Jumlah zakat yang harus dibayarkan oleh muzakki

adalah 1/40 dari harta.

Kemudian setelah terkumpul, zakat didistribusikan kepada para mustahig.
Dalam QS At-Taubah ayat 60 yang berbunyi “Sesungguhnya zakat itu hanyalah
untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya
(mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang
berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan,
sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. (QS. At-
Taubah, 9:60). Berdasarkan dalil di atas, ada delapan asnaf yang berhak menerima
zakat. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan
fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Pendayagunaan zakat ini dapat

dilakukan hanya apabila kebutuhan dasar mustahiq telah terpenuhi.



Menurut Hafidhudin dalam Afrida (2018), faktor-faktor yang menyebabkan
tidak optimalnya pengelolaan zakat ada 4 diantaranya : (1) ketidakefektifan
organisasi pengumpul zakat, (2) biaya administrasi yang tinggi untuk mengelola
zakat, (3) kurang efektifnya informasi tentang pentingnya membayar zakat, dan (4)

ketidakpercayaan para muzakki terhadap Organisasi Pengelola Zakat (OPZ).

Mubtadi, dkk (2017) mengungkapkan bahwa salah satu permasalahan
terbesar yang di alami lembaga zakat yaitu kurangnya tingkat kepercayaan
masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat. Hal ini disebabkan karena minimnya
kesadaran lembaga zakat dalam hal membangun reputasi transparan dan
akuntabilitas publik. Kredibilitas suatu lembaga amil zakat sangat bergantung pada

kemampuannya mengelola zakat secara profesional dan transparan (Atabik, 2015).

Akuntabilitas adalah suatu kewajiban pihak penyampai amanah yang dapat
menggunakan pertanggungjawaban, penyajian, pelaporan, dan pengungkapan
dalam semua kegiatan sehingga menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi
amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban
tersebut. Sedangkan transparansi adalah dasar kebebasan untuk memperoleh

informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. (Mukmin dan Susilawati, 2020)

Transparansi adalah penyampaian laporan kepada semua pihak baik internal
maupun external secara terbuka, terkait pengoperasian suatu pengelolaan dengan
mengikutsertakan semua unsur sebagai landasan pengambilan keputusan dan
proses pelaksanaan kegiatan. Dalam Membangun transparansi dalam pengelolaan

zakat akan menciptakan sistem kontrol yang baik antara dua pihak yaitu lembaga



dan stakeholders, karena tidak hanya melibatkan pihak intern organisasi (lembaga
zakat) saja tetapi lebih kepada pihak ekstern yaitu muzakki atau masyarakat secara
luas. Hal inilah yang yang seharusnya dijadikan lembaga untuk meangurangi rasa
curiga dan ketidakpercayaan masyarakat akan dapat diminimalisasi. (Rani Rahmat

dkk, 2017).

Akuntabilitas muncul sebagai konsekuensi logis dari hubungan antara
manajemen (agen) dan pemilik (pemberi amanah), yang menghasilkan hubungan
yang dinamis dalam bentuk hubungan agen-pemberi amanah. Pemberi amanah
dalam hal ini memberikan kewenangan penuh kepada agen untuk melakukan
kegiatan operasi organisasi. Sebagai konsekuensi dari wewenang ini, agen harus
melaporkan kegiatannya kepada pemberi amanah. Gray, Owen dan Munders
mendefinisikan akuntabilitas sebagai persyaratan atau tanggung jawab untuk
menyediakan laporan (tidak berarti harus laporan keuangan) atau perhitungan
(reckoning) yang diperlukan dari sebuah tindakan dari si penanggungjawab. Dalam
hal ini pemberi amanah dalam konteks pengelolaan keuangan zakat adalah muzakki
dan Tuhan. Ini berarti bahwa dalam pengelolaan agen harus bertanggung jawab atas

penggunaan sumber daya untuk kedua pihak di atas. (Nikmatuniayah, dkk, 2017).

Organisasi pengelola zakat seperti BAZNAS dan LAZ harus melaporkan
hasil pengelolaan zakatnya. Pengelolaan apapun jika berhubungan dengan
pemanfaaatan sumber daya publik, harus dikelola secara transparan dan akuntabel.
Diharapkan ketika ada pelaporan pengelolaan zakat kesadaran masyarakat untuk
membayar zakat dapat meningkat dan muzakki mempercayakan pengelolaan

zakatnya pada organisasi pengelola zakat. Pengguna informasi laporan keuangan



dana zakat seperti muzakki, mustahiq, pemerintah, manajemen amil, serta
masyarakat umum menuntut penyediaan informasi secara cepat dan akurat. Untuk
mengatasi hal tersebut maka dibutuhkan suatu sistem informasi untuk membantu
mengolah data penggunaan dana zakat. Sistem informasi sebagai alat untuk
mempermudah pengelolaan informasi karenanya menjadi bagian penting sebab
data yang dikelola sedemikian besar dan tuntutan yang tinggi dari para pihak
pengguna informasi atas transparansi dan kredibilitas lembaga zakat (Ghofur,

2021).

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 tentang Akuntansi Zakat
merupakan pernyataan memiliki tujuan mengelola pengakuan, pengukuran,
penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/ sedekah (1Al, 2015). Hal
inilah yang menjadi tujuan 1Al dengan menerbitkan PSAK 109 supaya menjadi
dasar OPZ dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang diharapkan
dapat meningkatkan transparansi dan laporan keuangan yang berkualitas sehingga

dapat berguna bagi para pemakainya. (Mukmin dan Susilawati, 2020)

Penelitian ini di lakukan dalam rangka untuk menganalisis transparansi dan
akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS
Kabupaten Bone Bolango terutama dalam hal pengumpulan dan pendistribusian
zakatnya. Dan untuk melihat apakah amil tersebut telah menerapkan pelaporan
keuangan mereka berdasarkan PSAK 109. Selain itu juga untuk membangun rasa
kepercayaan dari para muzakki terhadap BAZNAS sebagai salah satu lembaga yang

mengelola zakat dengan memberikan informasi yang transparan dan akuntabel.



Berdasarkan penelusuran awal yang penulis lakukan, penulis menemukan
bahwa BAZNAS Kabupaten Bone Bolango masih minim dalam hal melakukan
publikasi, dimana BAZNAS Kabupaten Bone Bolango belum memiliki website
untuk mempublikasikan kegiatannya ataupun laporan keuangannya. Selain itu,
dalam hal pelaporan keuangannya ternyata masih belum mengikuti standar dari
PSAK 109. Hal ini menjadi tanda tanya besar, mengingat untuk BAZNAS Pusat
dan BAZNAS dibeberapa daerah lainnya telah menerapkan pelaporan berdasarkan
standar dari PSAK 109. Mengingat laporan keuangan merupakan bagian dari
pertanggungjawaban suatu organisasi, maka pelaporannya perlu di buat
berdasarkan standar akuntansi yang berlaku, guna menjamin akuntabilitas suatu

laporan keuangan.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis memilih judul “Analisis
Transparasi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Zakat (Studi Kasus

pada BAZNAS Kabupaten Bone Bolango)”.

1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas. Rumusan masalah yang

di angkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana wujud transparasi yang dilakukan oleh BAZNAS
Kabupaten Bone Bolango dalam hal mengelola dana zakat ?
2. Bagaimana wujud akuntabilitas yang dilakukan oleh BAZNAS

Kabupaten Bone Bolango dalam hal mengelola dana zakat ?



1.3. Maksud Dan Tujuan Penelitian
1.3.1. Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui transparansi dan akuntabilitas
dalam pengelolaan dana zakat yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Bone
Bolango.
1.3.2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis wujud transparasi yang dilakukan oleh BAZNAS
Kabupaten Bone Bolango dalam hal mengelola zakat.

2. Untuk menganalisis wujud akuntabilitas yang dilakukan oleh BAZNAS
Kabupaten Bone Bolango dalam hal mengelola zakat.

1.4.  Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi ilmu
pengetahuan sebagai dasar untuk penelitian-penelitian selanjutnya

b. Manfaat Praktis
Penilitian ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk memperbaiki tata cara
pengelolaan zakat di instansi terkait. Juga untuk meningkatkan tingkat

kepercayaan muzakki terhadap pengelolaan zakat di instansi terkait.



BAB Il
KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

2.1. Kajian Teori
2.1.1. Zakat

A. Pengertian Zakat

Zakat dapat diartikan secara bahasa ataupun istilah. Secara bahasa, kata
zakat memiliki beberapa makna antara lain: bertambah, tumbuh, dan keberkahan.
Secara istilah, Definisi zakat dalam mazhab Al-Malikiyah adalah mengeluarkan
sebagian tertentu dari harta yang telah mencapai nisab kepada mustahiq, bila
sempurna kepemilikannya dan haulnya selain barang tambang dan sawah. Intinya,
pada mazhab ini menekankan keharusan adanya nisab dan kesempurnaan status
kepemilikkan harta dari orang yang mengeluarkan zakat serta ketentuan adanya
haul (putaran setahun) yang harus dilewati, sebelum zakat dikeluarkan. (Sarwat,

2019:3-5)

Zakat merupakan sebagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh pembayar
zakat (muzakki) untuk diserahkan kepada penerima zakat (mustahiq). Pembayaran
zakat dilakukan apabila nisab, haul, syarat, dan lainnya terpenuhi dari harta yang
memenuhi kriteria wajib zakat. Pada prinsipnya wajib zakat adalah shahibul maal.

(Wiyono, 2012).

Dalam terminologi ilmu fikih, zakat dapat diartikan sebagai “sejumlah harta

tertentu yang diwajibkan Allah SWT untuk diserahkan kepada orang-orang yang

10
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berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu “. (Supena & Darmuin dalam

Fairi, 2018).

B. Dasar Hukum Zakat

Di dalam Al-Quran, Allah SWT. Telah menyebutkan secara jelas berbagai
ayat tentang Zakat dan Shalat berjumlah 82 ayat. Zakat dan shalat digunakan
sebagai lambang keseluruhan ajaran islam. Pelaksanaan shalat melambangkan
hubungan antar seseorang dengan tuhan, sedangkan pelaksanaan zakat

melambangkan hubungan antar sesama manusia. (Khairina, 2019).

Beberapa Ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang zakat di

antaranya :

1. Q.S Al-Bagarah, ayat 267 yang berbunyi:
“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian
dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami
keluarkan dari bumi untuk kamu.”

2. Q.S. An-Nisa, ayat 77 yang berbunyi:
“Dirikanlah Shalat dan bayarkanlah Zakat hartamu ™.

3. Q.S. Al-Maidah, ayat 55 yang berbunyi:
“Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-

orang yang beriman, yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat,

seraya mereka tunduk (kepada Allah).”
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4. Q.S. At-Taubah, ayat 103 yang berbunyi:

“Ambillah dari harta mereka sedekah (zakat) untuk membersihkan

mereka dan menghapuskan kesalahan mereka ™.
Sedangkan dalam As-Sunah diantaranya :

1. “Golongan yang tidak mengeluarkan zakat (di dunia) akan ditimpa
kelaparan dan kemarau panjang.” (HR. Tabrani)
2. “Zakat itu dipungut dari orang-orang kaya diantara mereka, dan
diserahkan kepada orang miskin.” (HR. Bukhari)
C. Syarat Wajib dan Sah Zakat
Syarat wajib zakat antara lain:
1. Islam
2. Merdeka
3. Berakal dan sudah baligh
4. Hartanya memenuhi nisab dan haulnya
Jika seorang muslim telah memenuhi kriteria diatas, maka mereka

diwajibkan untuk membayar zakat.

Menurut Hafnizar (2018), syarat harta kekayaan yang wajib dizakatkan atau

objek zakat diantaranya:

1. Halal
Harta tersebut harus di dapat dengan cara baik dan halal (sesuai dengan

tuntutan syariah), jika harta tersebut didapatkan dengan cara yang tidak
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baik (haram), maka harta tersebut tidak dapat dijadikan objek zakat,
karena Allah Swt tidak akan menerima zakat dari harta yang haram.

2. Milik Penuh
Milik penuh artinya objek zakat adalah milik orang itu sepenuhnya
tanpa adanya hak orang lain dalam objek tersebut

3. Berkembang

4. Cukup Nisab
Nisab yaitu jumlah minimal yang menyebabkan harta tersebut terkena
kewajiban zakat. Jika seseorang memiliki harta yang kurang dari
nisabnya, maka orang tersebut dapat mengeluarkan sebagian hartanya
untuk infag dan sedekah

5. Cukup Haul
Haul adalah jangka waktu kepemilikan harta ditangan si pemilik sudah
melampaui dua belas bulan gamariyah.

6. Bebas dari hutang

7. Lebih dari kebutuhan pokok

D. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat

Menurut Rasjid (2006: 210-211), Orang-orang yang berhak menerima zakat
hanya mereka yang telah ditentukan Allah Swt. Dalam Al-Qur’an surah At-

Taubah:60 Allah Swt. Berfirman yang artinya:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang

miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya untuk
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(memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang untuk jalan Allah, dan orang-

orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan

Allah.”
Menurut Sarwat (2019) :
1. Fakir
Fakir adalah Orang yang sama sekali tidak memiliki sesuatu, atau punya
sedikit sekali harta tapi tidak mencukupi kebutuhan dasarnya.
2. Miskin
Dalam Mazhab Asy-Syafi’iyah miskin diartikan sebagai orang yang
memiliki sekadar harta atau penghasilan, yang bisa menutup kebutuhan
tertentu tetapi belum mencukupi.
3. ‘Amil
Orang yang diberi kewenangan untuk mengurus sedekah (zakat) dan
bertugas untuk berjalan dalam rangka mengumpulkannya dari para pemilik
harta, dan yang mendistribusikannya kepada pihak yang berhak bila diberi
kuasa oleh penguasa.
4. Muallaf

Orang-orang yang diinginkan agar terbujuk hatinya untuk masuk islam, atau
sebagai tagrir untuk masuk islam, atau untuk menghindarkan kejahatan
mereka atas umat islam, atau untuk membela mereka atas musuh-musuh

mereka.
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5. Budak

Keadaan manusia yang menjadi hak milik dari manusia yang lain. Tujuan

pemberian harta zakat kepada budak tidak lain adalah untuk

membebaskannya.
6. Berutang

Menurut As-Syafi’iyah dan Al-Hanabilah, ada dua kemungkinan orang

yang berutang yaitu :

a. Pertama, seseorang yang berutang untuk keperluan dirinya sendiri.
dalam hal ini, bila pada dasarnya dia adalah orang kaya dan
berkecukupan, tidaklah berhak atas zakat

b. Kedua, seseorang berutang untuk kepentingan pihak lain, seperti untuk
mengislahkan pihak-pihak yang bersengketa, maka dia berhak atas dana
zakat untuk menutupi hutangnya itu, tanpa melihat apakah dia miskin
atau kaya. Meski dia kaya, tapi tetap berhak atas dana zakat.

7. Fi Sabillah

Fi Sabillah adalah mereka yang berjihad atau berperang secara suka rela

untuk membela Islam, dan mereka tidak mendapatkan kompensasi materi

atau gaji dari harta kaum muslim (baitul-mal).
8. lIbnu Sabil

Ibnu sabil disebut sebagai orang yang kehabisan bekal perjalanan,

khususnya harta, dan tidak mampu untuk meneruskannya atau kembali lagi

ke rumahnya.
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2.1.2. Pengelolaan Zakat

A. Pengertian Pengelolaan Zakat

Menurut undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat,
di jelaskan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan

pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Tujuan utama dari pengelolaan zakat adalah untuk meningkatkan efektivitas
dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat serta meningkatkan manfaat zakat

untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk BAZNAS
yang berkedudukan di ibukota negara, BAZNAS Provinsi, BAZNAS

Kabupaten/Kota

B. Pengumpulan Zakat

Pengumpulan zakat adalah suatu kegiatan menghimpun atau
mengumpulkan zakat dari muzakki. Pengumpulan zakat biasanya dilakukan oleh
BAZNAS ataupun LAZ. Akan tetapi dalam sistem saat ini masyarakat bisa

melakukan transfer melalui bank untuk membayarkan zakatnya

Menurut UU No. 23 Tahun 2011 Pasal 21 dan 22. Dalam pengumpulan
zakat, zakat yang dibayarkan muzakki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan
dari penghasilan kena pajak. Untuk perhitungannya bisa dilakukan oleh muzakki
atau boleh meminta bantuan dari BAZNAS atau LAZ untuk melakukan

perhitungan.
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C. Pendistribusian Dan Pengelolaan Zakat

Kegiatan pendistribusian sering kali berkaitan dengan pendayagunaan,
karena apa yang didistribusikan perlu disesuaikan dengan pendayagunaan. Yang
dimaksud dengan pendistribusian adalah suatu kegiatan untuk menyalurkan zakat
yang telah dikumpulkan dari muzakki kepada mustahiq. Sedangkan yang dimaksud
dengan pendayagunan zakat adalah zakat yang didayagunakan untuk usaha
produktif, yang mana memiliki tujuan untuk mengubah status mustahiq menjadi

muzakki.

Menurut Muslim (2015), ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam

proses penyaluran dan pendayagunaan dana zakat, yaitu sebagai berikut.

1. Amil Zakat harus memprioritaskan penyaluran dan pendayagunaan dana
zakat sekitar domisili OPZ sehingga lebih fokus dan muzakki bisa turut serta
ataupun mengawasi pelaksanaan penyaluran dana zakat.

2. Amil Zakat harus mengidentifikasi kondisi lingkungan dan permasalahan
sosial di sekitar domisili OPZ sehingga mampu merumuskan skala prioriats
golongan penerima zakat yang paling membutuhkan.

3. Amil Zakat harus mendahulukan kebutuhan konsumtif mustahig.

2.1.3. Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ)

A. Pengertian OPZ
Di Indonesia, pengelolaan dana zakat telah diatur undang-undang nomor 38

tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. UU ini mengatur Organisasi Pengelola

Zakat (OPZ) yang boleh beroperasi di Indonesia. OPZ yang disebutkan dalam UU
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tersebut adalah Badan Amil Zakat ( BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZ

merupakan lembaga pengumpul dan pendayagunaan dana zakat yang di bentuk oleh

pemerintah dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah, sedangkan LAZ

merupakan OPZ yang dibentuk atas swadaya masyarakat (Muslim, 2015: 337-338).
B. BAZNAS

Menurut UU No. 23 Tahun 2011, BAZNAS merupakan lembaga yang
berwewenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS
bertugas melakukan perencanaan, pelaksanakan dan pengendalian dalam
pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, serta melaporkan dan
bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan zakat. BAZNAS terdiri atas
BAZNAS Pusat, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota
2.1.4. Transparansi

Transparansi adalah bentuk penyampaian laporan secara terbuka kepada
semua pihak, terkait pengelolaan dengan melibatkan semua unsur sebagai dasar
dalam pengambilan keputusan dan proses pelaksanaan kegiatan. (Rahmat, Atmaja
dan Sulindawati, 2017).

Menurut Muhammad Hasan dalam Rahmat dkk (2017). Membangun
transparansi dalam pengelolaan zakat akan menciptakan sistem kontrol yang baik
antara dua pihak yaitu lembaga dan stakeholders, karena tidak hanya melibatkan
pihak intern organisasi (lembaga zakat) saja tetapi lebih kepada pihak ekstern yaitu
muzakki atau masyarakat secara luas. Hal inilah yang yang seharusnya dijadikan
lembaga untuk meangurangi rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat akan

dapat diminimalisasi.
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Transparansi merupakan keterbukaan dan kejujuran kepada masyarakat
berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui
secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintahan dalam
sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan

perundang-undangan (Tanjung dalam Putri, 2017)

Transparansi merupakan inti atau nilai utama dari sebuah akuntabilitas.
Didalam prinsip transparansi menggambarkan dimana sebuah organisasi mampu
menyediakan dan menjelaskan segala perbuatannya, menjamin akses terhadap
publik dan mensyaratkan kejelasan dan kebenaran informasi kepada publik.

(Rachim 2018).

Dalam buku Pedoman Akuntabilitas Pengelolaan Bantuan Kemanusiaan Di
Indonesia (2011), indikator yang digunakan untuk mengukur transparansi ada 3
yaitu pertama, Adanya informasi yang mudah dipahami dan mudah diakses (dana,
rentang waktu, cara pelaksanaan, bentuk bantuan/program). Kedua, Adanya
publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan (termasuk
jumlah donasi dan nama pemberi donasi) yang dapat diakses oleh umum dan
khususnya masyarakat penerima bantuan dan pemangku kepentingan yang lain.
Ketiga, Adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya dalam
perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum dan khususnya masyarakat

penerima bantuan dan pemangku kepentingan yang lain.

Transparansi merupakan aturan dan prosedur yang diberlakukan untuk

membuat pejabat lembaga bertanggungjawab kepada masyarakat umum dan media
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massa, bila anggaran dan laporan keuangan bisa diperiksa oleh siapa saja, bila
Undang-Undang, aturan, dan keputusan terbuka untuk didiskusikan, semuanya
akan terlihat transparan dan akan lebih kecil kemungkinan adanya penyalahgunaan

untuk kepentingan sendiri. (Alfi, 2017)

Menurut Abdussalam Mahmoed Tapanjeh (2009), Konsep transparansi

dalam Islam adalah:

1. Organisasi bersifat terbuka kepada muzaki.

2. Informasi harus diungkapkan secara jujur, relevan, tepat waktu
dapat dibandingkan dan meliputi segala hal yang terkait dengan
informasi yang akan diberikan.

3. Pemberian informasi juga perlu dilakukan secara adil kepada semua
pihak yang membutuhkan informasi.

Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadist yang diriwayatkan

Imam Thabrani :

“Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan suatu
pekerjaan, dilakukan secara itqan (tepat, terarah, jelas dan tuntas)” (HR.

Tharbani)

Dari Hadist diatas dapat disimpulkan bahwa setiap pekerjaan yg dilakukan
harus tepat, terarah, jelas dan tuntas, yang mana salah satunya merupakan prinsip

dari transparansi

Secara keuangan Asia Development Bank (ADB) sebagaimana dikutip

dalam Suparno memberikan indikator ataupun prinsip-prinsip Good Financial
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Governance yaitu: Anggaran yang disusun lembaga dikatakan transparan jika

memenuhi kriteria berikut:

1. Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses
2. Tersedia Laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu.
3. Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik.

Indikator-indikator transparansi menurut Mardiasmo, yaitu:

1. Terdapat pengumuman Kkebijakan mengenai  pendapatan
pengelolaan keungan dan asset.

2. Tersedia laporan mengenai pendapatan, pengelolaan keuangan dan
asset yang mudah diakses.

3. Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu.

4. Tersedianya sarana untuk suara dan usulan rakyat.

5. Terdapat system pemberian informasi kepada publik.

Menurut panduan Humanitarian Forum Indonesia (HFI) dalam Wulandari

(2018) terdapat 6 prinsip dalam transparasi yaitu :

1. Adanya informasi yang mudah dipahami dan di akses

2. Adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan

3. Adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya
pengembangan proyek

4. Adanya laporan tahunan

5. Adanya website atau media publikasi organisasi

6. Adanya pedoman dalam penyebaran informasi
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2.1.5. Akuntabilitas

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, Akuntabilitas adalah tentang hal-hal
yang bertanggung jawab atau keadaan yang bisa dimintai pertanggungjawabannya.
Akuntabilitas dalam organisasi pengelolaan zakat dapat di lihat dari setiap aktivitas
pengelolaan dana zakat dengan menghadirkan bukti transaksi ataupun

menghadrikan saksi ketika proses pencatatan terjadi. (Wulandari, 2018).

Akuntabilitas merupakan kewajiban dari individu-individu untuk
mengelola sumber-sumber daya publik yang ada untuk menyajikan dan melaporkan
segala tindak kegiatannya yang dapat menjawab dan menerangkan Kinerja suatu
organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau wewenang untuk meminta

pertanggungjawaban. (Rachim, 2018)

Dalam pengertian yang lebih luas, akuntabilitas dapat dipahami sebagai
kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban,
menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang
menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan

kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut.

Akuntabilitas dalam organisasi pengelola zakat dapat diwujudkan dalam
pencatatan dalam setiap aktivitas pengelolaan dana zakat seperti menghadirkan
bukti transaksi dan menghadirkan saksi ketika proses pencatatan. Menurut Adh-
Dharir (2005: 73) mencatat dan menghadirkan saksi merupakan pembuktian

kepercayaan, kepatuhan, serta menciptakan keadilan dalam penetapan hak dan
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menghilangkan ketidak percayaan diantara manusia serta menyiapkan informasi

yang akurat, cepat dan otentik.

Objek pengaruh penerapan akuntansi dana terhadap akuntabilitas keuangan
Lembaga Amil Zakat adalah dalam hal informasi yang terkandung dalam laporan
keuangan yang menerapkan akuntansi dana agar lebih mudah dipahami
stakeholders mengenai sumber dan penggunaan setiap dana. Sedangkan
Aksesibilitas laporan keuangan mempengaruhi akuntabilitas keuangan Lembaga
Amil Zakat karena informasi yang diberikan dari laporan keuangan akan kurang

bermanfaat jika publik memiliki kesulitan untuk mengakses laporan tersebut.

Dengan demikian, Lembaga Amil Zakat yang akuntabel adalah lembaga
yang mampu membuat laporan tahunan yang memuat semua informasi relevan
yang dibutuhkan dan laporan tersebut dapat secara langsung tersedia dan aksesibel
bagi para pengguna potensial. Jika informasi pengelolaan Lembaga Amil Zakat
tersedia dan aksesibel, maka hal ini akan memudahkan stakeholder
mendapatkannya dan melakukan pengawasan. Jika kondisinya demikian, maka
pihak manajemen Lembaga Amil Zakat akan tertuntut untuk lebih akuntabel. (Alfi,

2017)

Islam  memiliki  pandangan  bahwa  akuntabilitas = merupakan
pertanggungjawaban seorang manusia sebagai khalifah di bumi kepada sang
pencipta yaitu Allah SWT, karena apapun yang telah dititipkan kepada manusia
merupakan amanah dan setiap manusia harus mempertanggungjawabkan apa yang

telah ia kerjakan atau perbuat.
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Sebagaimana dalam firman Allah (Q.S Al-mudassir : 38) yang artinya :

“Tiap-tiap diri bertangungjawab atas apa yang telah diperbuatnya (Q.S Al-

Mudassir: 38)”.

Menurut Masiyah Kholmi (2012) konsep akuntabilitas mempunyai tiga
dimensi yaitu: hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam
dan hubungan manusia dengan Tuhan. Dalam hal ini Allah sebagai pemberi amanah
merupakan pusat tertinggi, dan manusia mempertanggungjawabkan apa yang telah
diperbuat manusia maupu alam dalam pengelolaan bumi ini semuanya harus

dipertanggungjawabkan kepada tuhan.

Indikator pelaksanaan akuntabilitas dalam perspektif Islam adalah:

1. Segala aktivitas yang harus memperhatikan dan mengutamakan
kesejahteraan umat sebagai perwujudan amanah yang diberikan Allah
kepada manusia sebagai seorang khalifah.

2. Aktivitas organisasi dilaksanakan dengan adil.

3. Aktivitas organisasi tidak merusak lingkungan sekitar

Akuntabilitas dapat dipahami sebagai suatu kewajiban pihak pemegang
amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan
dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya
kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan

untuk meminta pertanggungjawaban” (Mardiasmo, 2002).
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Akuntabilitas publik harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri
atas beberapa dimensi. Mardiasmo (2005) menyebutkan bahwa dimensi tersebut

adalah :

1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran
Akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap
hukum dan peraturan lain yang berlaku. Sedangkan, akuntabilitas kejujuran
terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan. Kedua hal ini
mengindikasikan bahwa suatu organisasi harus mematuhi hukum dan
peraturan yang berlaku dan bersikap jujur serta menjalankan pekerjaannya
secara amanah.

2. Akuntabilitas proses
Akuntabilitas proses terkait dengan prosedur yang digunakan dalam
pelaksanaan kegiatan sudah cukup baik , baik dari segi sistem informasi
akuntansi, sistem informasi manajemen maupun prosedur administrasi.

3. Akuntabilitas program
Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang
telah ditetapkan dapat dicapai atau tidak dan apakah telah
mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil optimal
dengan biaya yang minimal. Hal ini terkait dengan program yang akan
dilaksanakan, strategis apa yang harus ditempuh dan bagaimana hasil dari
program yang dilaksanakan.

4. Akuntabilitas kebijakan



yaitu :

2.1.6.
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Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban suatu
organisasi kepada pemerintah dan masyarakat luas. Dalam akuntabilitas
kebijakan diharapkan suatu organisasi mampu menerbitkan laporan
keuangan sebagai bentuk tanggungjawab kepada pemerintah ataupun

publik.

Menurut Sedarmayanti dalam Putri (2017), Indikator dari Akuntabilitas

Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur
pelaksanaan
Adanya sanksi yang ditetapkan pada setiap kesalahan atau kelalaian dalam
pelaksanaan kegiatan
Pembuatan laporan pertanggungjawaban dari kegiatan penyelenggaraan
negara kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah
Berkurangnya kasus KKN
Perlakuan Akuntansi Zakat (PSAK 109)
A. Pengakuan dan pengukuran
1. Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima.
2. Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana
zakat.
a. Jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima.
b. Jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar aset nonkas

tersebut.
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. Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan

harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat

menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang

diatur dalam PSAK yang relevan.

. Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan

dana zakat untuk bagian nonamil.

. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing

mustahiq ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan

kebijakan amil.

. Jika muzakki menetukan mustahiq yang harus menerima penyaluran

zakat melalui amil maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui

sebagai dana zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan

ujrah/fee maka diakui sebagai penambah dana amil.

. Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, jumlah kerugian yang

ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau

pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian

tersebut.

. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai.

a. Pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh
kelalaian amil.

b. Pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.
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B. Penyaluran Zakat
Zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang dana
zakat sebesar :
a. Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas.
b. Jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas.
C. Penyajian
Amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil dan dana
non halal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan)
D. Pengungkapan

Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi

zakat, tertapi tidak terbatas pada :

1. Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas
penyaluran, dan penerima;

2. Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana non-amil atas
penerimaan zakat, seperti persentase pembagian, alasan, dan
konsistensi kebijakan;

3. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan
zakat berupa aset non-kas;

4. Rincian jJumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban
pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung mustahig;

5. Hubungan istimewa antara amil dan mustahiq yang meliputi:

a. Sifat hubungan istimewa;

b. Jumlah dan jenis aset yang disalurkan;
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c. Presentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total

penyaluran selama periode.

E. Laporan Keuangan Amil
1. Neraca (laporan posisi keuangan)

Gambar 2.1

Neraca (Laporan Posisi Keuangan)
BAZ *“XXX"
Per 31 Desember 2XX2

Keterangan Rp Keterangan Rp
Aset Kewajiban
Aset lancar Kewajiban jangka
Kas dan setara kas XXX pendek
Instrumen kevangan | xxx Biaya yang masih harus | xxx
Piutang XXX dibayar
Kewajiban jangka
panjang
Imbalan kerja jangka
panjang XXX
Aset tidak lancar Jumlah kewajiban AR
Aset tetap KoK Saldo Dana
Akumulasi penyusutan| (o) Dana zakat XXX
Dana infak/sedekah XXX
Dana anul XXX
Dana nonhalal XXX
Jumlah dana XXX
Jumlah aset RRAY Jumlah Kewajiban RRWY
dan Saldo Dana




2. Laporan perubahan dana
Gambar 2.2
Laporan Perubahan Dana
BAZ “XXX”

Per 31 Desember 20XX

30

Keterangan

Ep

DANAZAKAT
Penerimaan
muzakki entitas
muzakki individual
Hasil penempatan
Jumiah penerimaan dana zakat
Bagian amil atas penerimaan dana zakat
Jumiah penerimaan dana zakat setelah bagian amil

=X
XX
=X
oo
XX
prey
Penvaluran
Fakir-Miskin (o)
Rigab (o)
(Gharim (3
Muallaf (o)
Sabilillah (o)
Tbnnz sabil (3
Jumiah penyaluran dana zakat {00
Surplus {defisit) bvinid
Saldo awal poead
Saldo akhir ey
DANATNFARK/SEDERAH
Penerimaan

Infak/sedekah terikat atau nmgayvyadah
Infak/sedekah tidak terikat atan mutlagah
Bagian amil atas penerimaan dana infale/'sedekah
Hasil pengelolaan

Jumiah penerimaan dana infak/sedekah

Penvaluran
Infak/sedekah terikat atau mmugayvyadah
Infak/sedekah tidak terikat atan mutlagah
Alolkasi pemanfaatan aset kelolaan

(misalnya beban penyusutan dan penyisihan)
Jumlah penyaluran dana infakSedekah
Surphus (defisif)
Saldo awal
Saldo akdur

R

Y

JEEH




DANA AMIL

Penerimaan

Bagian amil dari dana zakat XK
Bagian amil dari dana infak/sedekah XK
Penerimaan lainnya XXX
Jumlah penerimaan dana amil XX
Pengounaan

Beban pegawai (o)
Beban penyusutan (o)
Beban unmim dan adninistrasi lamnya (00
Jumlah penggunaan dana amil o)
Surplus (defisit) o
Saldo awal 0
Saldo akhir o
DANANONHALAL

Penerimaan

Bunga bank o
Jasa giro 0
Penerimaan nonhalal lamnya 0
Jumlah penerimaan dana nonhalal o
Pengounaan

Jumliah pengeunaan dana nonhalal (o)
Surplus (defisit) o
Saldo awal o
Saldo akhir o

Jumlah saldo dana Zakaf, dana infak/sedekah,

dana amil dan dana nonhalal

31
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3. Laporan perubahan aset kelolaan

Gambar 2.3

Laporan Perubahan Aset Kelolaan
BAZ “XXX”
Untuk periode vang berakhir 31 Desember 2XX2

Saldo | Penam-| Pengu-| Penyi{ Akumulasi Saldo akhir
awal |bahan |rangan|sihan | penvusutan

Dana mnfak/
sedekah — aset
kelolaan lancar
(misal piutang
bergulir) EXX | KEX (mxx) |(xxx) - XX

Dana infak/
sedekah — aset
kelolaan tidak
lancar (misal
rumah sakit

atau sekolah) XK | XXX (xxx) (=) KX

4. Laporan arus kas
Entitas amil menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK 2:
Laporan Arus Kas dan PSAK yang relevan.

5. Catatan atas laporan keuangan
Entitas Amil menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai
dengan PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah dan

PSAK vyang relevan
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Beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini antara

lain :
No Nam?. Judul Penelitian Methe Hasil Penelitian
Peneliti Penelitian
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa
Akuntabilitas yang diterapkan oleh
BAZNAS Boloyali diantaranya
mematuhi tata cara pendirian
BAZNAS Kabupaten/ kota.,
pembentukan beberapa devisi untuk
Analisis penyaluran zakat dalam
Akuntabilitas melaksanakan tugas, adanya
Reffilia Dan pencatatan disetiap transaksi, adanya
. Transparansi strategi dalam pengumpulan hingga
Shinta . Metode
1 Khuma Pada Organisasi penelitian penyaluran zakat, adanya laporan
Wulandari Pengelc_)la Zakat kualitatif keuangan. Sed_angak_an penerapan
(2018) (Studi Kasus transparansm_ya dlantgranya
Pada BAZNAS mendokumentasikan kegiatan yang
Kabupaten dilakukan melalui media sosial ,
Boloyali). adanya laporan keuangan yang
dipertanggungjawabkan kepada
BAZNAS Provinsi, pemerintah
daerah serta muzzakki OPD,
informasi yang dipublikasikan dapat
dipertanggungjawabkan
kebenarannya.
Analisis Hasil analisis data menunjukkan
Implementasi bahwa Badan Amil Zakat Kota Blitar
. Prinsip Metode telah menerapkan prinsip transparasi
Rizky . . . ) .
Gita Sari Transpara_sl_ dan | deskriptif dengan |nd|kat9r adan_ya informasi
2 Putr Akuntabilitas dengan Yang mudah dipahami dan mudah
(2017) Keuangan pendekatan | diakses oleh masyarakat khususnya
Pengelolaan kualitatif muzakki. Amil ini juga telah
Zakat pada menerapkan prinsip akuntabilitas
Badan Amil

yang diukur dengan indikator adanya




34

Zakat Kota kesesuaian antara pelaksanaan
Blitar dengan standar prosedur pelaksanaan.
. Hasil temuannya adalah
akuntabilitas dalam pengelolaan
zakat di BAZNAS Kabupaten
Analisis Metode Mamuju sudah cukup baik, namun
Akuntabilitas belum maksimal. Diketahui bahwa
pendekatan . . .
Dalam - informasi mengenai laporan
Hasrullah deskriptif i
i Pengelolaan . keuangan dan kegiatan sudah ada,
Rachim ) analitik . .
(2018) Zakat di denaan namun masyarakat masih sulit
BAZNAS g. memperolehnya. Hal tersebut
teknik . .
Kabupaten I disebabkan masih kurangnya sarana
. kualitatif . .
Mamuju penyebaran informasi. Sementara
untuk pengontrolan yang dilakukan
oleh satuan audit internal sudah
berjalan dengan baik.
Transparansi dan Pengelolaan dana ZIS sudah sesuai
Rani Akuntabilitas Metode syariat islam dan peraturan
Pengelolaan ZIS . perundangan yang berlaku, UPZ
Rahmat . analisis
(Studi Kasus o bertugas mengumpulkan dana zakat
dkk deskriptif - .
(2017) Pada BAZNAS kualitatif dari para muzakki, Penggunaan
Kabupaten sistem SIMBA guna menyajikan
Buleleng) pelaporan secara efektif dan efisien
Muzaki UPZ BNI Syariah menilai
Transparansi bahwa UPZ BNI Syariah belum
Dan akuntabel dan transparan dalam
Akuntabilitas pengelolaan dana zakatnya. Ketidak
Indrarini Laporan Metode tran_sparar_l d_an akuntabel UP_Z _
Keuangan . tercemin dari tidak adanya publikasi
dan Nanda Kualitaif . . .
(2017) Lembaga Deskrintif laporan keuagan baik melalui media
Amil Zakat: P cetak (majalah/brosur) dan web, tidak
Perspektif adanya pelaporan kegiatan yang
Muzaki UPZ dilakukan oleh UPZ dan tidak adanya
BNI Syariah laporan mustahiq yang menerima

zakat.




2.2.

Kerangka Pikir

BAZNAS Kabupaten Bone Bolango

! !

Transparasi Akuntabilitas

|

Hasil Analisis Dan
Pembahasan

|

Kesimpulan

Gambar 2.4 : Bagan Kerangka Pemikiran
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BAB Il
OBJEK DAN METODE PENELITIAN
3.1. Objek Penelitian
Berdasarkan latar belakang penelitian dan kerangka pemikiran yang
diuraikan pada sub bab sebelumnya, maka yang menjadi objek penelitian adalah
transparasi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kabupaten

Bone Bolango.

3.2.  Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk
mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut
terdapat empat kata kunci yang pelu diperhatikan yaitu: cara ilmiah, data, tujuan,
dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri
keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. rasional berarti kegiatan dilakukan
dengan cara yang masuk akal, sehingga tejangkau oleh penalaran manusia. Empiris
berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati indera manusia, sehingga orang
lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis berati
proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu
yang bersifat logis. (Sugiyono, 2015).
3.2.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif.
Metode penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan
data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang dan perilaku yang dimintai, di

dukung dengan studi literature atau studi kepustakaan berdasarkan pendalaman

36
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kajian pustaka berupa data, sehingga realitas dapat dipahami dengan baik (Moleong

dalam Rahmat, dkk, 2017).

3.2.2. Operasionalisasi Variabel

Tabel 3.1 Operasional Variabel

Variabel Indikator
1. Adanya informasi yang mudah
Transparansi dipahami dan mudah diakses.
Badan Amil (Pedoman Akuntabilitas | 2. Adanya publikasi dan media mengenai
Pengelolaan Bantuan proses kegiatan dan detail keuangan
Zakat Nasional Kemanusiaan Di 3. Adanya laporan berkala mengenai
Kabupaten Bone Indonesia, 2011) pendayagunaan sumber daya dalam
perkembangan proyek
Bolango 1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran
Akuntabilitas 2. Akuntabilitas Proses
(Mardiasmo, 2005) 3. Akuntabilitas Program
4. Akuntabilitas Kebijakan

Sumber : Wulandari (2018), Putri (2017)

3.2.3. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah :

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada

pengumpul data. (Sugiyono dalam Wulandari 2018). Dalam Penelitian

ini, data primernya berupa wawancara dan observasi yang secara

langsung di lakukan di lapangan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber yang secara tidak langsung memberikan

data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain ataupun lewat

dokumen. (Sugiyono dalam Wulandari, 2018). Dalam penelitian ini,
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data sekundernya berupa laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Bone
Bolango, bagan struktur organisasi, dan dokumen lainnya yang relevan
dengan penelitian.
3.2.4. Teknik Pengumpulan Data
1. Wawancara
Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan
untuk memperoleh informasi secara langsung dari sumbernya
(Riduwan, 2018:102). Dalam penelitian ini, peneliti memilih para
pengurus zakat di BAZNAS Kabupaten Bone Bolango dalam hal untuk
melakukan wawancara.
2. Observasi
Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek
penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan (Riduwan,
2018:104). Peneliti turun langsung ke lapangan untuk melihat secara
langsung proses kegiatan yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Bone
Bolango
3. Dokumentasi
Dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data langsung dari
tempat penlitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan,
laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan

penelitian. (Riduwan, 2018:105)
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3.2.5. Informan Penelitian
Dalam penelitian ini, yang menjadi informan adalah para pengurus di

BAZNAS Kabupaten Bone Bolango. Diantaranya :

No Nama Informan Jabatan

1 | H. Faisal Pakaya, S.Hi Wakil Ketua | Bidang Pengumpulan

o _ Wakil Ketua Il Bidang Pendistribusian dan
2 | H. Syarifudin Karim, S.Pd
Pendayagunaan

Wakil Ketua 11 Bagian perencanaan,
3 | Drs. H. Adam K. Tadu, M.Pd.I keuangan, dan pelaporan. Rangkap bagian

administrasi, SDM, dan umum

3.2.6. Teknik Analisis Data
Dalam penelitian ini digunakan analisa deskriptif, untuk menganalisa
akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan zakat pada BAZNAS Kabupaten
Bone Bolango. Menurut Miles dan Huberman dalam Wulandari (2018) ada tiga
tahapan yang perlu dilakukan dalam menganalisis data kualitatif yakni :
1. Reduksi data
Mereduksi data adalah kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok
kemudian memfokuskan ke hal yang penting dan mencari tema dan
polanya. Hal Wawancara Observasi Dokumen ini akan memberikan
gambaran lebih jelas dan memudahkan untuk melakukan pengumpulan

data.
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2. Paparan data
Paparan data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun dan
memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan
pengambilan tindakan.

3. Penarikan kesimpulan
Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus
penelitian berdasarkan hasil analisis data. Penarikan kesimpulan
merupakan hasil dari suatu proses penelitian yang tidak dapat

terpisahkan dari proses sebelumnya, karena merupakan satu kesatuan.



BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
1.1.1. Sejarah Singkat BAZNAS Kabupaten Bone Bolango
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bone Bolango telah
terbentuk kepengurusan periode 2017-2022 berdasarkan Keputusan Bupati Bone
Bolango Nomor : 90.a/KEP/BUP.BB/135/2017 tentang pembentukan pengurus
Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bone Bolango periode 2017-2022. Sebagai
kelanjutan dari pengurus sebelumnya sejak tahun 2003, melalui SK Bupati nomor

112 tahun 2003.

Dalam perjalannya, BAZNAS Kabupaten Bone Bolango telah mengalami
kemajuan dari tahun ke tahun, meskipun demikian masih diakui adanya kelemahan
dalam pengembangannya. Pengurus BAZNAS Kabupaten Bone Bolango telah
membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang ada pada dinas/instansi/lembaga
dalam menunjang proses pengelolaan zakat terutama dalam hal pengumpulan zakat.
Dengan harapan agar kedepannya semakin meningkat sehingga dapat membantu
memajukan pembangunan terutama dalam hal penuntasan kemiskinan di

Kabupaten Bone Bolango.

1.1.2. Visi Misi BAZNAS Kabupaten Bone Bolango
A. Visi
“Terwujudnya optimalisasi himpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat

secara terpadu guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat muslim”.

41
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B. Misi

1.

Melakukan Koordinasi dan sosialisasi dalam membangun kesadaran
zakat.

Mewujudkan penghimpunan dan pendistribusian Zakat melalui upaya
pendayagunaan zakat produktif dan konsumtif.

Mengarahkan dan membina mustahiq (penerima zakat) menjadi

muzakki yang Ta’at dan Taqwa kepada Allah SWT.

1.1.3. Tujuan dan Fungsi BAZNAS Kabupaten Bone Bolango

A. Tujuan

1.

2.

Meningkatkan kesadaran masyarakat bone bolango untuk berzakat
Mengarahkan ~ masyarakat mencapai  kesejahteraan ~ melalui

pendayagunaan zakat

3. Meningkatkan status mustahig menjadi muzakki
4. Mengembangkan budaya memberi daripada menerima
5. Mengembangkan manajemen pengelolaan zakat yang amanah dan
profesional
6. Memperkuat jaringan pengelola zakat
B. Fungsi
1. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian pengumpulan, pendistribusian

dan pendayagunaan zakat
Pelaporan dan pertanggung pelaksanaan pengelolaan zakat
Pemberian rekomendasi dalam proses izin pembukaan perwakilan LAZ

berskala kabupaten
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Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Bone Bolango
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WAKIL KETUA | WAKIL KETUA Ii

Bidang Pengumpulan Bidang Pendistribusian dan
Pendayagunaan
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Selfi Ali, S.AP
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Gambar 4.1 Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Bone Bolango
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1.1.5. Tupoksi

Berdasarkan PERBUP Bone Bolango nomor 30 tahun 2017 tentang

pelaksanaan peraturan daerah kabupaten bone bolango nomor 11 tahun 2012

tentang pengelolaan zakat. Tupoksi dari anggota BAZNAS Kabupaten Bone

Bolango adalah sebagai berikut.

1. Ketua

Ketua mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS

Kabupaten Bone Bolango

2. Wakil Ketua | Bidang Pengumpulan

Bidang pengumpulan memiliki tugas melaksanakan pengelolaan

pengumpulan zakat.

Dalam menjalankan tugas, bidang pengumpulan memiliki fungsi :

a.

b.

Penyusunan strategi pengumpulan zakat

Pelaksanaan pengelolaan dan perkembangan data muzakki
Pelaksanaan kampanye zakat

Pelaksanaan pengendalian pengumpulan zakat

Pelaksanaan pelayanan muzakki

Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pengumpulan zakat

Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pengumpulan zakat
Pelaksanaan penerimaan dan tindak lanjut komplain atas layanan
muzakki

Koordinasi pelaksanaan pengumpulan zakat tingkat kabupaten
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3. Wakil Ketua Il Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

Bidang pendistribusian dan pendayagunaan mempunyai tugas

melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Dalam  menjalankan  tugasnya, bidang pensitribusian  dan

pendayagunaan memiliki fungsi:

a. Penyusunan strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat

b. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data mustahiq

c. Pelaksanaan dan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan
zakat

d. Pelaksanaan  evaluasi  pengelolaan  pendistribusian  dan
pendayagunaan zakat

e. Penyusunan laporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan
pendayagunaan zakat

f. Koordinasi pendistribusian dan pendayagunaan zakat tibgkat
kabupaten

4. Wakil Ketua Ill Bidang Keuangan, Pelaporan, SDM, Administrasi dan

Umum

Bidang keuangan, pelaporan, SDM, Administrasi dan Umum

mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan, pelaporan,

administrasi  perkantoran, komunikasi, umum dan pemberian

rekomendasi.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Keuangan, Pelaporan, SDM,

Administrasi dan Umum menjalankan fungsi :
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Penyiapan penyusunan rencana strategis pengelolaan zakat tingkat
kabupaten

Penyusunan rencana tahunan BAZNAS Kabupaten

Pelaksanaan evaluasi tahunan dan lima tahunan rencanan
pengelolaan zakat kabupaten

Pelaksanaan pengelolaan keuangan BAZNAS Kabupaten
Pelaksanaan sistem akuntansi BAZNAS Kabupaten Bone Bolango
Penyusunan laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja
BAZNAS Kabupaten

Penyiapan penyusunan laporan zakat tingkat kabupaten
Penyusunan strategi pengelolaan amil BAZNAS Kabupaten
Pelaksanaan perencanaan amil BAZNAS Kabupaten

Pelaksanaan rekrutmen amil BAZNAS Kabupaten

Pelaksanaan pengembangan amil BAZNAS Kabupaten
Pelaksanaan administrasi perkantoran amil BAZNAS Kabupaten

. Penyusunan rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat
BAZNAS Kabupaten

Pelaksanaan strategi komunikasi dan hubungan masyarakat
BAZNAS Kabupaten

Pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian dan pelaporan
aset BAZNAS Kabupaten

Pemberian rekomendasi pembukuan perwakilan LAZ berskala

provinsi di kabupaten
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1.2.  Hasil Penelitian

Dalam Penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan data di kantor
BAZNAS Kabupaten Bone Bolango dengan melakukan teknik wawancara dan juga
melakukan observasi untuk melihat kinerja dari BAZNAS Kabupaten Bone
Bolango baik turun langsung di lapangan maupun mengobserve melalui media
sosial serta mengumpulkan beberapa dokumen yang berkaitan dengan objek
penelitian. Adapun Hasil penelitian tentang Penerapan Transparansi dan
Akuntabilitas dalam pengelolaan dana Zakat yang dilakukan oleh BAZNAS

Kabupaten Bone Bolango di bahas pada sub-bab berikut.

1.2.1. Penerapan Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Zakat BAZNAS

Kabupaten Bone Bolango

1. Adanya informasi yang mudah di pahami dan mudah diakses

BAZNAS Kabupaten Bone Bolango memberikan informasi seputar
kegiatan BAZNAS secara terbuka kepada publik dan juga mudah diakses melalui
media sosial berupa facebook. Selain itu pada saat melakukan pendistribusian,
BAZNAS Kabupaten Bone Bolango, memberikan informasi berupa jumlah dana
yang terkumpul dengan yang di distribusikan. Dalam Wawancara peneliti
menanyakan Apakah BAZNAS Kabupaten Bone Bolango memberikan open access

kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi? Amil (1) dan (3) menjawab :

“Ya, jadi kami terbuka kepada masyarakat tentang khususnya bidang
pendapatan atau pengumpulan itu kami umumkan kepada masyarakat.
cuman kami belum punya website, tetapi kami punya fanpage BAZNAS
Bone Bolango, disitu kami tampilkan pendapatan dan juga pengeluaran
kami. Selain itu juga pada saat menyalurkan itu kami lakukan ditempat
terbuka, supaya masyarakat bisa melihat secara langsung.”
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Hal ini di buktikan sendiri oleh peneliti melalui observasi bahwa memang
BAZNAS Kabupaten Bone Bolango memberikan informasi secara terbuka seputar
kegiatan BAZNAS melalui media facebook. Dan juga pada saat BAZNAS
Kabupaten Bone Bolango melakukan pendistribusian BLT pada tanggal 12 Oktober
2020, mereka (BAZNAS) mengungkapkan dana yang mereka kumpulkan pada
periode tersebut dan berapa jumlah anggaran yang mereka distribusikan untuk

program bantuan BLT tersebut.

Hal senada juga disampaikan mustahig (1), dimana pada saat
pendistribusian bantuan yang dilakukan di lapangan ipot, Tapa (Agustus 2021).
BAZNAS pada saat itu menyampaikan informasi terkait dana yang mereka
kumpulkan, yang kemudian mereka anggarkan untuk bantuan salah satunya
bantuan gerobak jualan, itu sekitar 30 lebih gerobak yang diberikan pada saat itu,

untuk setiap gerobaknya di anggarkan 4 juta rupiah.

Kesimpulan peneliti untuk indikator ini, bentuk transparansi yang dilakukan
BAZNAS Bone Bolango, adalah dengan mengungkapkan jumlah dana yang
mereka kumpulkan dan distribusikan, baik itu melalui media maupun diumumkan

pada saat pendistribusian

2. Adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan
BAZNAS Kabupaten Bone Bolango mempublikasikan kegiatannya
menggunakan media facebook, selain itu juga BAZNAS Kabupaten Bone Bolango
bekerja sama dengan diskominfo untuk mempublikasikan kegiatannya melalui situs

info publik. Dalam Wawancara, peneliti menanyakan apakah BAZNAS Kabupaten



49

Bone Bolango mempublikasikan hasil kegiatannya kepada publik? Amil (1)

menjawab :

“Kami mempublikasikan kegiatan kami di fanpage kami, untuk saat ini

fanpage kami hanya fokus pada Facebook, tapi kalau misalkan kami

membutuhkan untuk mengumumkan segala kegiatan itu kami berkoordinasi
dengan kominfo untuk membuat info publik, untuk media koran juga dan
sebagainya.

Hal ini juga dibuktikan oleh Peneliti ketika melakukan observasi melalui
pencarian data di facebook (Di Akses Tanggal 27 Oktober 2021). Peneliti
menemukan bahwa BAZNAS Kabupaten Bone Bolango benar telah melakukan
publikasi setiap kegiatannya di Halaman Facebook BAZNAS Kabupaten Bone
Bolango, yang dipublikasikan BAZNAS Bone Bolango antara lain berupa
dokumentasi kegiatan penyaluran bantuan, detail keuangan dalam hal

pendistribusian dan lain sebagainya. Postingannya dapat dilihat melalui link berikut

. https://www.facebook.com/Baznasbonebolango. Dan juga berdasarkan searching

informasi di google, di temukan memang ada seputar informasi terkait kegiatan

BAZNAS di situs https://infopublik.id



https://www.facebook.com/Baznasbonebolango
https://infopublik.id/
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3. Adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya dalam
perkembangan proyek
BAZNAS Kabupaten Bone Bolango membuat beberapa laporan seputar
pelaksanaan kegiatannya. Dalam Wawancara peneliti menanyakan Apakah
BAZNAS Kabupaten Bone Bolango membuat laporan tahunan dan laporan berkala

per peroide? bapak H. Faisal Pakaya, S.Hi. menyampaikan :

“Ya Kami membuat laporan keuangan, kami membuat laporannya itu, ada
yang tiap semester (tiap 6 bulan) ada juga yang per tahunnya. Dan juga kami
ada Laporan RKAT. Misalkan untuk tahun 2020 ini, laporan RKAT nya
pada bulan november.”

Untuk Laporan RKAT itu sendiri berisi seluruh kegiatan dan realisasi
anggaran yang dilakukan olehn BAZNAS dalam 1 (satu) tahun. Laporannya
mengacu pada program kerja dan rencana anggaran yang dibuat pada saat rapat

RKAT.

Berdasarkan dari hasil perolehan dokumen yang berhasil di kumpulkan
peneliti. Untuk pelaporan BAZNAS Kabupaten Bone Bolango diantaranya :
Laporan Per Tahun, Laporan Per Semester, Laporan Pelaksanaan Pengelolaan

Zakat, Dan Laporan Rencana dan Realisasi Program Kegiatan BAZNAS.

Menurut keterangan amil (3) Untuk Laporan Keuangan itu sendiri masih
belum di Publikasikan kepada publik. Karena sifatnya yang rahasia. Namun sebagai
pertanggungjawaban, pihak eksternal yang dapat melihat laporan keuangan

hanyalah BAZNAS Provinsi dan Bupati.



52

1.2.2. Penerapan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Zakat BAZNAS
Kabupaten Bone Bolango
1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran
Akuntabilitas hukum BAZNAS Kabupaten Bone Bolango dilihat dari
legalitasnya. Berdasarkan wawancara dengan amil (1) tentang apa landasan hukum

berdinya BAZNAS Kabupaten Bone Bolango. beliau menyampaikan :

“Kalau BAZNAS ini kan badan struktural, yang dulunya namanya itu BAZDA. Dan
secara nasional BAZDA sudah dibentuk sejak 2001. Seiring berjalannya waktu
berganti menjadi BAZNAS. Berdasarkan Keputusan Kementrian Agama tahun
2009 sudah dibentuk BAZNAS Provinsi. Untuk BAZNAS kabupaten sendiri itu
berdasarkan keputusan DIRJEN BIRMAS ISLAM Kementrian Agama. Untuk
Bone Bolango sendiri karena dulunya masih BAZDA, itu masih satu dengan
kementrian agama, itu karena di kementrian agama pada waktu itu ada seksi zakat
dan wagaf. Namun dengan terbitnya PERDA Bone Bolango No. 11 tahun 2012
BAZNAS Bone Bolango dibentuk.”

Berdasarkan informasi yang peneliti temukan dalam laporan BAZNAS
Kabupaten Bone Bolango. Dicantumkan bahwa BAZNAS Kabupaten Bone
Bolango terbentuk berdasarkan landasan hukum berikut Keputusan Bupati Bone
Bolango Nomor : 90.a/KEP/BUP.BB/135/2017 tentang pembentukan pengurus

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bone Bolango Periode 2017-2022

Dalam melaksanakan setiap kegiatan BAZNAS Kabupaten Bone Bolango
sudah terbentuk beberapa devisi untuk melaksanakan tugasnya. Hal ini di lakukan
untuk menghindari penyalahgunaan jabatan maupun penyelewengan dana zakat
yang dilakukan oleh amil / karyawan BAZNAS Kabupaten Bone Bolango.

berdasarkan wawancara dengan amil (1), beliau menjawab
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“Ya, jadi pada saat pembentukkan itu, masing-masing dari kami sudah

diberi tugas tersendiri, ada yang mengurus bagian pengumpulan, ada juga

yang mengurus bagian pendistribusian, ada juga yang mengurus bagian
pelaporan. Kami juga punya SOP di situ bisa dilihat tugas dan fungsi dari
masing-masing bagian.”

Berdasarkan dokumen yang peneliti dapatkan, untuk pembagian tugas di
BAZNAS Kabupaten Bone Bolango, itu tercantum dalam PERBUP Bone Bolango
No. 30 tahun 2017 tentang pelaksanaan PERDA Kabupaten Bone Bolango No. 11
tahun 2012 tentang pelaksanaan pengelolaan zakat, dan Standar Operasional

Prosedur (SOP) Kegiatan Umum BAZNAS Kabupaten Bone Bolango Periode

2017-2022.

Terkait Akuntabilitas Kejujuran dilihat pada proses pelaksanaan
pengumpulan dan pendistribusian, bidang pengumpulan dan bidang pendistribusian
memberikan catatan beserta bukti pembayaran dam penerimaan kepada bagian
keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Hal tersebut di jawab langsung oleh

bagian keuangan BAZNAS Kabupaten Bone Bolango:

“Pada saat pengumpulan itu uangnya kan langsung di setor ke bank sulut-
go, bagian pengumpulan tiap bulannya meminta bukti transaksi kepada
bank kemudian di serahkan ke saya yang bagian keuangan. Kemudian untuk
bidang pendistribusian, mereka memberikan catatan beserta bukti
pengeluran pada saat dilakukannya penyaluran bantuan”.

Dapat di simpulkan bahwa BAZNAS Kabupaten Bone Bolango memiliki
legalitas hukum dalam pendiriannya dan juga pelaksanaan tugasnya sudah

berdasarkan SK dan SOP yang berlaku,
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2. Akuntabilitas proses
Dalam pelaksanaan pengelolaan zakat, BAZNAS Kabupaten Bone Bolango
melakukan beberapa prosedur diantaranya melakukan pengumpulan zakat

kemudian melakukan pendistribusian.

Peneliti menanyakan bagaimana prosedur pengumpulan zakat yang

dilakukan BAZNAS Kabupaten Bone Bolango? amil (1) menjawab :

“Untuk pengumpulannya sendiri, Semestinya di setiap BAZNAS itu ada
Unit Pengumpul Zakat atau UPZ. Namun secara umum untuk di Gorontalo
sendiri masih mengandalkan zakat dari ASN. Kami juga sudah membuat
SK UPZ untuk sekitar 8 OPD namun itu kurang efektif. Sehingga yang lebih
efektif itu dari bendahara langsung yang mengumpulkan. Untuk zakatnya
sendiri di ambil dari 2,5 % dari penghasilan, pak bupati juga mewajibkan
adanya infag/sedekah setiap tanggal 2 tiap bulannya. Namun kadang
mengalami fluktuasi sehingga ketika mengalami penurunan perlu di
ingatkan lagi. Diknas merupakan sumber tertinggi dari pengumpulan zakat
angkanya bisa di kisaran 130-170 juta. Namun, untuk pengusaha swasta
masih belum membayar zakat oleh karena itu masih butuh pendekatan lebih
persuasif. Selain itu kami juga menyediakan aplikasi QRIS yang bisa
digunakan untuk membayarkan infak dan sedekah secara online.”

Kemudian lebih lanjut dilengkapi oleh amil (3), bahwa dalam pengumpulan
zakatnya, orang yang diwajibkan untuk membayar zakatnya hanyalah orang yang
sudah mencukupi nishab dan haulnya. Untuk zakat penghasilan sendiri, itu
nishabnya setara dengan 85 gram emas. Misalkan jika harga emasnya sekitar 800
ribu/gram. Maka, orang yang wajib membayar zakat adalah orang yang penghasilan
dalam satu tahun diatas Rp. 68.000.000. ASN yang memiliki gaji tersebut rata-rata
pada golongan IV A keatas. Untuk zakatnya mereka dikenakan 2,5 % dari gajinya
itu. Sedangkan untuk para ASN yang gajinya belum mencapai angka tersebut maka

mereka hanya membayar infag/sedekah. Untuk Pengumpulannya sendiri, itu
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Seluruh OPD melakukan setoran langsung kepada Bank Sulut-Go, kemudian setiap
bulannya Bank mengirim Rekening Koran beserta slip pembayaran kepada

BAZNAS Bone Bolango sebagai bukti pembayaran.

Berdasarkan keterangan dari muzakki (1) dan (2) yang mana
penghasilannya belum mencapai nishab. bahwa potongan zakat 2,5 % diberlakukan

hanya pada saat penerimaan gaji 13.

Berdasarkan regulasi yang tercantum pada PERBUP Bone Bolango Nomor
30 tahun 2017. Disebutkan bahwa nishab zakat profesi/penghasilan adalah setara
dengan 85 gram emas dalam setahun dan untuk kadar zakatnya sebesar 2,5% dari
penghasilan. Dan jika penghasilan tidak mencapai nishab dalam setahun, maka
hanya diwajibkan untuk membayar infag. Kesimpulan peneliti dalam hal ini, bahwa
BAZNAS Kabupaten Bone Bolango telah melakukan pengumpulan berdasarkan

prosedur yang telah ditetapkan.

Terkait Pendistribusian, peneliti menanyakan Bagaimana tahapan prosedur
yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Bone Bolango terkait pendistribusian dan

pendayagunaan zakat? Amil (2) menyampaikan

“Prosedurnya itu diantaranya : Yang pertama pemohon menyampaikan
permohonan ke tingkat kecamatan/desa, Kemudian pemohon mengisi surat
pengajuan permohonan melalui surat pernyataan dari kades/camat,
kemudian mengisi Fakta Integritas BAZNAS, Dilengkapi dengan Fotocopy
KTP, Kartu Keluarga dan Foto Usaha, Kemudian akan direkap oleh bagian
pendistribusian dan pendayagunaan dan setelah kami seleksi apakah benar-
benar layak diberikan bantuan, kemudian kami lakukan pendistribusian.”

Terkait proses seleksinya, amil (3) menjelaskan :
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“Itu kami rapatkan, biasanya di kantor camat ada agenda rutin kayak rapat
tiap minggu yang mengundang semua kepala desa. Itu kalau ada permintaan
bantuan, di rapat itu akan dimusyawarahkan, misalkan untuk tahun ini tiap
kecamatan ada 3 paket bantuan untuk membangun usaha kecil. Di rapat itu
juga untuk menetukan yang mana yang perlu diprioritaskan, berdasarkan
hasil rekapan dari bidang pendistribusian”

Untuk kategori orang yang berhak menerima zakat (mustahiq) berdasarkan
yang tercantum dalam PERDA Bone Bolango Nomor 11 Tahun 2012 yaitu : orang-
orang fakir, orang-orang miskin, amil (yang mengurus zakat), muallaf, hamba yang
hendak memerdekakan dirinya, orang-orang yang berutang, untuk dibelanjakan di
jalan Allah, dan musafir. Selain itu juga terdapat pada Q.S. At-Taubah ayat 60 yang
berbunyi “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin,
amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba
sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk
orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha

Mengetahui, Maha Bijaksana. (QS. At-Taubah, 9:60).

Berdasarkan uraian diatas, prosedur penyaluran yang dilakukan oleh
BAZNAS Kabupaten Bone Bolango benar-benar selektif, sehingga dalam hal

penyaluran tidak salah sasaran.

Dalam pengelolaan zakat, di butuhkan pencatatan akuntansi sebagai
pegangan ataupun bukti dalam mempertanggungjawaban kegiatan pengelolaan
zakat. Peneliti menanyakan Bagaimana tahapan prosedur yang dilakukan BAZNAS
Kabupaten Bone Bolango terkait pencatatan prosedur akuntansi? Amil (1)

menjawab :
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“Untuk BAZNAS itu ada SIMBA (Sistem Informasi BAZNAS). Jadi
SIMBA ini terconnect secara nasional. Pendapatan, pengeluaran dan semua
perhitungannya semuanya ada disitu. Selain itu kami juga melakukan
pencatatan secara manual terhadap semua pendistribusian Untuk
pengumpulan sendiri pencatatannya itu ada yang langsung dari Bank
kemudian diberikan kepada bendahara beserta slip-nya. Karena dalam
undang-undang di sebutkan bahwa mereka yang membayar zakat itu dapat
mengurangi pajak. Untuk aset yang non-kas(Barang, Pakaian dsb.) itu kami
terima hanya untuk bencana saja. Itupun kami langsung serahkan kepada
dinas sosial. Kami(BAZNAS) lebih ke dalam bentuk vang langsung (Kas).”

Dalam hal ini, BAZNAS Kabupaten Bone Bolango dalam pencatatan
akuntansinya ada yang secara manual, ada juga yang menggunakan sistem SIMBA.
SIMBA merupakan sebuah sistem yang dibuat untuk keperluan penyimpanan data
dan informasi yang dimiliki oleh BAZNAS secara nasional. Beberapa fitur yang

dimiliki SIMBA adalah :

L

Penghimpunan dana ZIS

b. Penyaluran dan penggunaan dana ZIS

c. Pencatatan aset

d. Mencetak bukti setor zakat

e. Menerbitkan kartu NPWZ (nomor pokok wajib zakat)
f. Manajemen anggaran

g. Mencetak 89 jenis laporan yang standard.

Lebih lanjut amil (3) menambahkan :

“Pengurus BAZNAS menyediakan nomor rekening di Bank Sulut-Go bagi
para donatur ZIS yang ingin menyetor sekaligus memperoleh slip tanda
bukti penyetoran. Kemudian pengurus BAZNAS Kabupaten Bone Bolango
setiap bulannya memohon kepada Bank Sulut-Go untuk mencetak atau print
out rekening BAZNAS Bone Bolango dalam rangka mengantisipasi
permintaan tanda bukti oleh para donatur. Jadi, untuk pencatatannya kami
mengacu pada rekening koran dari bank. Contohnya seperti ini! (Gambar
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4.4) semua catatan total dana dari muzakki yang masuk itu yang kami
masukkan dalam laporan kami”

Gambar 4.4 Rekening Koran Muzakki
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3. Akuntabilitas program
Visi dari BAZNAS Kabupaten Bone Bolango adalah “Terwujudnya
optimalisasi himpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat secara terpadu
guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat muslim”. Untuk mencapai visi
tersebut, BAZNAS Kabupaten Bone Bolango telah melakukan beberapa program
diantaranya melalui optimalisasi proses pengumpulan dana zakat. Dalam
wawancara, apakah setiap tahunnya jumlah dana yang terkumpul mengalami

peningkatan? amil (1) menjawab:

“Alhamdulillah mengalami peningkatan. Dari awal kami menjabat 2017 itu
terkumpul sekitar 70 juta sekian. begitu 2018 ada gerakan yang
mendapatkan rekor muri dari bupati, itu 5 menit, 5000 ASN, 500 juta itu
dilakukan kala memperingati hari patriotik 23 januari mulai dari situ kami
mengalami peningkatan sampai 800 jutaan”.

Berdasarkan pernyataan tersebut, program 5 menit, 5000 ASN, 500 juta

yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Bone Bolango sukses menaikkan secara

signifikan jumlah dana yang terkumpul hingga mencapai 1000% .

Kemudian dalam hal pendistribusian, Amil (1) BAZNAS Kabupaten Bone
Bolango telah membuat beberapa Program yang mana telah disesuaikan dengan 8

asnaf diantaranya :

a. Bone Bolango Cemerlang (BBC) sebagai program penunjang pendidikan

b. Bone Bolango Sehat (BBS) sebagai program kesehatan untuk kaum
dhu’afa

c. Bone Bolango Qurani (BBQ) sebagai program dakwah dan generasi

quran
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d. Bone Bolango Bermartabat (BBM) sebagai program pendayagunaan dan
pemberdayaan

e. Bone Bolango Peduli (BBP) sebagai program kemanusiaan dan
penanggulangan musibah

Lebih lanjut amil (3) menambahkan bahwa untuk programnya ditentukan

berdasarkan hasil dari RKAT. Dan strategi pelaksanaan semua programnya sudah

disusun dalam RKAT dengan berpedoman berdasarkan PERBAZNAS. Namun ada

terdapat beberapa hambatan dalam proses pendistribusian salah satu diantaranya

adalah masalah jangkauan wilayah terutama untuk kecamatan pinogu.

Berdasarkan uraian diatas, akuntabilitas program yang dilakukan BAZNAS
Bone Bolango adalah melaksanakan program berdasarkan visi organisasi serta

adanya strategi dalam melaksanakan programnya.

4. Akuntabilitas kebijakan
Kebijakan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Bone Bolango dalam
mempertanggungjawabkan kegiatannya adalah dengan melaporkan hasil

kegiatannya kepada pemerintah kabupaten bone bolango dan masyarakat.

Peneliti menanyakan bagaimana BAZNAS Kabupaten Bone Bolango
melakukan pertanggungjawaban kepada pemerintah dan masyarakat ? amil (1)

menyampaikan:

“Untuk pertanggungjawaban kepada pemerintah Pertanggungjawabannya itu dalam
bentuk laporan, untuk laporannya itu ada yang per semester ada juga yang tahunan.
Laporannya itu kami serahkan kepada sekda kemudian diteruskan kepada pak
bupati. Sedangkan kepada masyarakat pertanggungjawabannya itu kami hanya
mengungkapkan jumlah pendapatan dan pengelurannya. Pengungkapannya ada
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yang melalui media (fanpage fb) dan juga biasanya sebelum penyerahan kami
sampaikan dulu kepada masyarakat bahwa uang ini berasal dari ini dan sebagainya”

Hal senada juga disampaikan oleh amil (3):

“Pertanggungjawaban kepada pemerintah adalah dengan membuat tembusan
semua laporan kegiatan maupun laporan keuangan kepada pak bupati. Sedangkan
pertanggungjawaban kami kepada masyarakat seperti ketika kita melakukan
penyaluran, Kita lakukan di tempat terbuka sehingga masyarakat bisa melihat secara
langsung, seperti inilah bentuk pertanggungjawaban kami dalam mengelola dana
zakat”

Hal tersebut dibenarkan oleh mustahiq (1), bahwa pada saat menerima
bantuan (Bulan Agustus 2021), BAZNAS Kabupaten Bone Bolango benar telah
mengungkapkan jumlah dana zakat yang mereka kumpulkan dan distribusikan.

Namun tidak mempublikasikan laporan keuangannya kepada kami (para mustahiq)

Terkait pelaporan kepada Pemerintah, menanyakan Bagaimana pelaporan

yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Bone Bolango? amil (3) menjawab :

“Kami membuat : Laporan Keuangan Tahunan, Laporan Keuangan tiap
Semester atau tiap 6 bulan, Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat dan
Laporan rencana dan realisasi program kegiatan BAZNAS. Laporannya
kami sampaikan ke BAZNAS Pusat lewat BAZNAS Provinsi dan juga
tembusan kepada Bupati sebagai pertanggungjawaban kepada pemerintah.”

Berdasarkan UU No. 23 tahun 2011 pasal 29 ayat (1) yang berbunyi :
BAZNAS Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan
zakat, infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi
dan Pemerintah Daerah secara berkala. Dalam hal ini peneliti menyimpulkan bahwa
BAZNAS Kabupaten Bone Bolango telah melaksanakan pertanggungjawaban

kebijakannya berdasarkan regulasi tersebut.
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Namun meskipun demikian, pelaporan keuangan yang dilakukan oleh
BAZNAS Kabupaten Bone Bolango agar kiranya perlu di tingkatkan lagi.
Berdasarkan dokumen laporan keuangan tahunan yang di dapatkan peneliti, peneliti
menemukan bahwa untuk laporan keuangan tahunan BAZNAS Kabupaten Bone
Bolango masih belum menggunakan standar PSAK 109. Mengingat sejumlah
BAZNAS di Indonesia telah menerapkan pelaporan berdasarkan standar tersebut,
maka saran saya sebagai peneliti agar kiranya BAZNAS Kabupaten Bone Bolango
menerapkan pelaporan berdasarkan standar PSAK 109. Untuk konsepnya sendiri
bisa dilihat pada BAB 2, Sub-bab Perlakukan Akuntansi Zakat (PSAK 109). Selain
itu saran saya sebagai peneliti agar kiranya BAZNAS Kabupaten Bone Bolango
mengaudit laporan keuangannya. Tujuannya agar laporan yang dibuat sudah

terjamin nilai akuntabilitasnya karena sudah di audit.

4.3  Pembahasan Hasil Penelitian
4.3.1 Pembahasan Transparansi BAZNAS Kabupaten Bone Bolango

Dalam buku Pedoman Akuntabilitas Pengelolaan Bantuan Kemanusiaan Di
Indonesia (2011), indikator yang digunakan untuk mengukur transparansi ada 3
yaitu pertama, Adanya informasi yang mudah dipahami dan mudah diakses (dana,
rentang waktu, cara pelaksanaan, bentuk bantuan/program). Kedua, Adanya
publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan (termasuk
jumlah donasi dan nama pemberi donasi) yang dapat diakses oleh umum dan
khususnya masyarakat penerima bantuan dan pemangku kepentingan yang lain.
Ketiga, Adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya dalam

perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum dan khususnya masyarakat
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penerima bantuan dan pemangku kepentingan yang lain. Berdasarkan uraian hasil
penelitian di atas, BAZNAS Kabupaten Bone Bolango sudah cukup transparan
dalam mempublikasikan informasi. Karena sebagian besar wujud transparansi yang

dilakukan sudah sesuai indikator diatas. diantaranya :

1. Memberikan informasi secara terbuka berupa jumlah dana yang terkumpul dan
di distribusikan. Informasinya di ungkap pada media sosial facebook
BAZNAS Kabupaten Bone Bolango maupun mengumumkan secara langsung
pada saat pendistribusian dilakukan. Selain itu, Mekanisme penyaluran
bantuan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Bone Bolango umumnya
dilakukan secara terbuka dan dapat di saksikan oleh masyarakat secara
langsung sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengetahui bagaimana
cara mendapatkan bantuan dari BAZNAS Kabupaten Bone Bolango.

2. BAZNAS Kabupaten Bone Bolango menggunakan media berupa Facebook
dan situs info publik dalam mempublikasikan kegiatannya, dalam beberapa
postingannya dapat dilihat bahwa BAZNAS Kabupaten Bone Bolango Cukup
Aktif dalam menyalurkan bantuannya beberapa diantaranya bantuan untuk
Covid-19, bantuan bencana alam, dan sebagainya selain itu dalam salah satu
postingannya juga ditampilkan detail keuangan jumlah angka yang disalurkan
oleh BAZNAS Kabupaten Bone Bolango, namun untuk detail nama donatur
tidak di cantumkan.

3. Berdasarkan hasil wawancara dengan amil serta dokumen yang dikumpulkan
peneliti, BAZNAS Kabupaten Bone Bolango membuat Laporan tahunan,

Laporan Per Semester dan Laporan RKAT. Namun sayangnya yang dapat
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mengaskses laporan tersebut hanyalah BAZNAS Provinsi dan Bupati dan tidak
disebarkan kepada masyarakat umum. Untuk indikator ini, BAZNAS
Kabupaten Bone Bolango masih belum transparan.

Berdasarkan uraian di atas, hasil penelitian ini berbanding lurus dengan
penelitian yang dilakukan oleh Hasrullah Rachim (2018) dalam penelitiannya yang
berjudul Analisis Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat
Kabupaten Mamuju. Yang mana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Informasi
mengenai bantuan yang ada di BAZ Kabupaten Mamuju sering diumumkan di
tempat umum sehingga masyarakat bisa dengan mudah mengetahui bagaimana cara
mendapatkan bantuan dari BAZ Kabupaten Mamuju, Publikasi laporan kegiatan
BAZ Kabupaten Mamuju hanya dilakukan melalui media sosial Facebook. BAZ
Kabupaten Mamuju membuat laporan berkala dan juga setiap tahunnya membuat
laporan tahunan, namun laporan tersebut hanya dikirimkan kepada instansi seperti
bupati, kementrian agama, DPRD dan BAZNAS Provinsi. Demikian pula dengan
hasil penelitian dari Reffilia Shinta Khuma Wulandari (2018) yang berjudul
Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pada Organisasi Pengelola Zakat (Studi
Kasus Pada Baznas Kabupaten Boyolali) dimana hasil penelitiannya menunjukkan
bahwa BAZNAS Kabupaten Boyolali menggunakan media sosial seperti twitter,
Instagram dan facebook dalam mempublikasikan kegiatannya, Laporan berkala
disediakan setiap satu semester maupun tahunan yang diberikan kepada BAZNAS
provinsi dan PEMKAB Boyolali. kriteria Informasi yang dipublikasikan adalah

informasi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
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4.3.2 Pembahasan Akuntabilitas BAZNAS Kabupaten Bone Bolango

1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran

Menurut Mardiasmo (2005), Akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan
adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang berlaku. Sedangkan,
akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan.
Kedua hal ini mengindikasikan bahwa suatu organisasi harus mematuhi hukum dan
peraturan yang berlaku dan bersikap jujur serta menjalankan pekerjaannya secara
amanah. Dalam hal ini, Akuntabilitas hukum berkaitan dengan pendirian BAZNAS
Kabupaten Bone Bolango. Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran
penyalahgunaan jabatan dengan cara pembagian divisi agar bekerja sesuai dengan

Standar Operasional Prosedur (SOP)

Akuntablitas Hukum dan kejujuran yang sudah diterapkan pada BAZNAS

Kabupaten Bone Bolango diantaranya :

a. Adanya SK Pendrian BAZNAS Kabupaten Bone Bolango :
Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor : 90.a/KEP/BUP.BB/135/2017
tentang pembentukan pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten
Bone Bolango Periode 2017-2022

b. Adanya SK pembagian tugas dan wewenang masing-masing jabatan :
(i) Peraturan Bupati Bone Bolango No. 30 tahun 2017 tentang

pelaksanaan PERDA No. 11 tahun 2012.
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(ii) Standar Operasional Prosedur (SOP) Kegiatan Umum BAZNAS
Kabupaten Bone Bolango Periode 2017-2022
c. Pencatatan dan transaksi yang jujur, sehingga pencatatan dana ZIS
diketahui bukan hanya pada bagian pengumpulan dan pendistribusian
tetapi juga bagian keuangan dan ketua umum.
2. Akuntabilitas proses
Menurut Mardiasmo (2005), Akuntabilitas proses terkait dengan prosedur
yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan sudah cukup baik, baik dari segi
sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen maupun prosedur
administrasi. Berdasarkan hasil penelitian di atas, akuntabilitas proses yang

dilakukann oleh BAZNAS Kabupaten Bone Bolango antara lain :

a. Prosedur Pengumpulan Zakat

(i) Mengeluarkan SK UPZ terhadap beberapa OPD di Bone
Bolango

(ii) Bendahara tiap OPD menyetorkan dana zakat kepada Bank
Sulut-Go

(itli)Muzakki yang belum mencapai nishab, dikenakan infag. Namun
pemotongan 2,5% dari penghasilan dilakukan hanya pada saat
penerimaan gaji 13

(iv)Muzakki yang ingin membayar infaq secara online, dapat
menggunakan aplikasi gris.

b. Prosedur Penyaluran Zakat
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(i) Pemohon  menyampaikan = permohonan ke  tingkat
kecamatan/desa,
(if) Pemohon mengisi surat pengajuan permohonan melalui surat
pernyataan dari kades/camat
(ili)Mengisi  Fakta Integritas BAZNAS, Dilengkapi dengan
Fotocopy KTP, Kartu Keluarga dan Foto Usaha,
(iv)Permohonan akan direkap oleh bagian pendistribusian dan
pendayagunaan dan akan dilakukan survey secara langsung
untuk melihat apakah pemohon benar-benar layak untuk
mendapatkan bantuan.
(v) Di lakukan pendistribusian.
c. Prosedur pencatatan akuntansi
Terkait pencatatan akuntansi semua transaksi BAZNAS baik itu
pengumpulan maupun pendistribusian. BAZNAS Kabupaten Bone
Bolango menggunakan aplikasi SIMBA, selain itu, sebagai
pegangan BAZNAS Bone Bolango juga membuat pencatatan
transaksi secara manual
3. Akuntabilitas program
Menurut Mardiasmo (2005), Akuntabilitas program terkait dengan
pertimbangan apakah tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai atau tidak dan
apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil

optimal dengan biaya yang minimal. Hal ini terkait dengan program yang akan
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dilaksanakan, strategis apa yang harus ditempuh dan bagaimana hasil dari program

yang dilaksanakan.

Program BAZNAS Bone Bolango untuk pengoptimalan pengumpulan zakat
salah satunya adalah program 5 menit, 5000 ASN, 500 juta pada tahun 2018
berlangsung sukses, dimana presentase kenaikan jumlah dana yang terkumpul dari

tahun 2017 ke 2018 mencapai angka 1000%.

Terkait pendistribusian, Program yang dibuat oleh BAZNAS Kabupaten

Bone Bolango, sudah disesuaikan berdasarkan 8 asnaf diantaranya :

a. Bone Bolango Cemerlang (BBC) sebagai program penunjang
pendidikan

b. Bone Bolango Sehat (BBS) sebagai program kesehatan untuk kaum
dhu’afa

c. Bone Bolango Qurani (BBQ) sebagai program dakwah dan generasi
quran

d. Bone Bolango Bermartabat (BBM) sebagai program pendayagunaan
dan pemberdayaan

e. Bone Bolango Peduli (BBP) sebagai program kemanusiaan dan
penanggulangan musibah

Terkait strategi pelaksanaan programnya, BAZNAS Bone Bolango

menyusunnya pada saat pelaksanaan RKAT dengan berpedoman pada

PERBAZNAS.
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4. Akuntabilitas kebijakan

Menurut Mardiasmo (2005), Akuntabilitas kebijakan terkait dengan
pertanggungjawaban suatu organisasi kepada pemerintah dan masyarakat luas.
Dalam akuntabilitas kebijakan diharapkan suatu organisasi mampu menerbitkan
laporan keuangan sebagai bentuk tanggungjawab kepada pemerintah ataupun

publik.

Akuntabilitas Kebijakan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Bone
Bolango adalah dengan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada BAZNAS
Provinsi dan juga pemerintah kabupaten baik itu secara berakala (tiap semester)
maupun tiap akhir tahun. Namun laporan yang dibuat masih belum memenuhi
standar PSAK 109, dan juga belum di audit oleh akuntan publik.
Pertanggungjawaban kepada masyarakatnya adalah dengan mempublikasikan
kegiatan pendistribusian melalui media ataupun menampilkan pendistribusian
secara terbuka sehingga masyarakat dapat menyaksikan secara langsung proses
kegiatannya dan juga menyampaikan informasi keuangan berupa jumlah dana yang
terkumpul dan didistribuskan. Dalam hal ini, benuk akuntabilitas yang dilakukan
oleh BAZNAS Kabupaten Bone Bolango lebih bersifat vertikal dan tidak
horizontal. Dalam artian akuntabilitas vertikal adalah tanggungjawab kepada atasan
(bupati, BAZNAS Provinsi). Sedangkan akuntabilitas horizontal adalah

tanggungjawab kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, hasil penelitian ini berbanding lurus dengan
hasil penelitian dari Reffilia Shinta Khuma Wulandari (2018) yang berjudul

Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pada Organisasi Pengelola Zakat (Studi
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Kasus Pada Baznas Kabupaten Boyolali) dimana hasil penelitiannya menunjukkan
Implementasi akuntabilitas yang diterapkan BAZNAS Kabupaten Boyolali
ditunjukkan dengan beberapa cara yakni mematuhi tata cara pendirian BAZNAS
Kabupaten/ kota., pembentukan beberapa devisi untuk penyaluran zakat dalam
melaksanakan tugas, adanya pencatatan disetiap transaksi, adanya strategi dalam
pengumpulan hingga penyaluran zakat, adanya laporan keuangan. Demikian pula
dengan hasil penelitian dari Rizki Gita Sari Putri (2017) yang berjudul Analisis
Implementasi Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Pengelolaan Zakat
Pada Badan Amil Zakat Kota Blitar yang mana hasil penelitiannya menunjukkan
bahwa implementasi akuntabilitas pada BAZ Kota Blitar di tunjukan dengan
adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan yang
ada pada BAZ Kota Blitar dan adanya pembuatan laporan pertanggungjawaban dari

penyelenggara kegiatan kepada masyarakat.



1.1.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Penelitian dan Pembahasan yang dilakukan pada

BAZNAS Kabupaten Bone Bolango mengenai Transparansi dan Akuntabilitas.

Maka, penulis menarik kesimpulan berikut :

1.

Penerapan Transparansi pada BAZNAS Kabupaten Bone Bolango
diantaranya mengungkapkan informasi kepada masyarakat terkait berupa
jumlah dana yang terkumpul dan di distribusikan pada saat melakukan
pendistribusian, mempublikasikan hasil kegiatannya melalui media social
berupa facebook dan juga situs info publik, serta membuat laporan
pertanggungjawaban secara berkala maupun tahunan yang dapat di akses
oleh BAZNAS Provinsi dan PEMKAB Bone Bolango namun tidak di dapat
di akses oleh masyarakat umum.

Penerapan Akuntabilitas pada BAZNAS Kabupaten Bone Bolango
diantaranya pelaksanaan kegiatannya sudah mematuhi regulasi yang
dijadikan pedoman, adanya prosedur dalam melaksanakan kegiatan
pengelolaan zakat, adanya strategi dalam melaksanakan program, adanya
pelaporan keuangan sebagai pertanggungjawaban kepada BAZNAS

Provinsi dan PEMKAB Bone Bolango.

71
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1.2. Saran
Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan diatas, maka penulis
memberikan saran yang diharapkan akan memberikan manfaat bagi organisasi

pengelola zakat dimasa yang akan datang.

1. BAZNAS Kabupaten Bone Bolango perlu mempublikasikan laporan
keuangannya kepada publik. Agar transparansi lebih terjamin

2. Dalam Pelaporannya BAZNAS Kabupaten Bone Bolango perlu mengikuti
standar akuntansi dalam PSAK 109. Dengan mengikuti standar PSAK 109
memungkinkan nilai aset dari BAZNAS Kabupaten Bone Bolango akan
meningkat, terutama dalam hal penentuan aset non-kas.

3. Menerapkan Auditing Laporan Keuangan. Laporan yang teraudit
membuktikan bahwa hasil laporannya benar-benar akuntabel.

4. Meningkatkan kerjasama dengan instansi pemerintah yang lain termasuk
instansi vertical serta swasta dan juga mengaktifkan unit pengumpul zakat

di instansi tersebut.
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LAMPIRAN



PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

. Transparansi

. Apakah BAZNAS Kabupaten Bone Bolango memberikan open access
kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi?

Informasi Apa sajakah yang dibuka kepada masyarakat?

. Apakah BAZNAS Kabupaten Bone Bolango mempublikasikan
pelaksanaan kegiatannya kepada publik?

. Apa saja media yang digunakan BAZNAS Kabupaten Bone Bolango untuk
mempublikasikan informasi kepada publik?

. Apakah BAZNAS Kabupaten Bone Bolango membuat laporan tahunan?

. Apakah BAZNAS Kabupaten Bone Bolango membuat laporan berkala per
periode?

. Apakah Laporan keuangannya di publikasikan kepada publik?

. Akuntabilitas

. Apa Landasan Hukum berdirinya BAZNAS Kabupaten Bone Bolango?

. Apakah ada regulasi terkait pembagian tugas yang dilakukan oleh BAZNAS
Kabupaten Bone Bolango?

Bagaimana tahapan prosedur yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Bone
Bolango dalam hal pengumpulan zakat?

Bagaimana tahapan prosedur yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Bone
Bolango dalam hal pendistribusian dan pendayagunaan zakat?

Bagaimana tahapan prosedur yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Bone

Bolango terkait pencatatan prosedur akuntansi?
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10.

Program apa sajakah yang dibuat BAZNAS Kabupaten Bone Bolango?
Bagaimana strategi untuk melaksanakan setiap program yang dibuat
BAZNAS Kabupaten Bone Bolango?

Bagaimana Cara BAZNAS Kabupaten Bone Bolango
mempertanggungjawabkan pengelolaan dana zakat kepada pemerintah
ataupun masyarakat?

Bagaimana pelaporan keuangan BAZNAS Kabupaten Bone Bolango?
Apakah BAZNAS Kabupaten Bone Bolango meng-Audit setiap laporan

Keuangan?
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1.

2.

Identitas Pribadi
Nama

NIM

Tempat Tanggal Lahir
Jenis Kelamin

Tinggi Badan

Berat Badan
Golongan Darah
Agama

Alamat

Nomor HP
Orang Tua
Ayah

Ibu

Riwayat Pendidikan

BIOGRAFI PENULIS

> Tri Satrio Utiarahman

1 E11.17.052

: Gorontalo, 17 Januari 1996
- Laki-laki

:161cm

: 50 kg

CA

> Islam

: Desa Tingkohubu Timur, Kecamatan Suwawa,

Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo.

: 0822-9188-4317

: H. Ridwan Utiarahman

: Ha. Fatmah Lasoma, S.Pd

a. Sekolah Dasar Negeri 1 Tingkohubu (2001-2007)

b. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Suwawa (2007-2010)

c. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Suwawa (2010-2013)
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Badun Amil Zakat Nasional

KABUPATEN BONE 3OLANGO

-

STANDAR OPERASIONAL FROSEDUR ( SOP)

KEGIATAN UNIUM

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL ( BAZNAS)

KABUPATEN BONE BOLANGO

TAHUN PRIODE 2017 - 2022




& g
W,

BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional
KABUPATEN BONE BOLANGO

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ( SOP)
KEGIATAN UMUM
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL ( BAZNAS)
KABUPATEN BONE BOLANGO
TAHUN PRIODE 2017 - 2022

. PENDAHULUAN

Dasar pemikiran

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten 13one Bolango merupakan lembaga resmi
yang berkedudukan di Daerah dengan tugas pokok mengumpulkan, dan mendistribusikan
Zakat Infaq dan Shadaqah, dari para muzakki dan muhsinin kepada delapan asnaf yang
berhak mendapatkan santunan zakat.

Sementara itu, banyaknya masyarakat yang layak menjadi muzakki dan memiliki kesadaran
mengeluarkan zakat, infaq dan shadaqah sangat mengharapkan agar apa yang mereka
keluarkan dari sebahagian harta dan pendapatan mereka dapat disalurkan dengan tepat.

Atas dasar pemikiran di atas inilah, kiranya menjadi sangat urgen bagi pengurus BAZNAS
Kabupaten Bone Bolango untuk mendanatkan restu melakukan tugas pokoh dan fungsi
melalui acara pelantikan dan pengukuhan oleh pemerintah daerah.

Dasar pelaksanaan

Undang-undang nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat,

b. Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang nomor
23 tahun 2011

¢ Intruksi Presiden nomor 3 Tahun 2014 tentan;: optimalisasi Pengumpulan Zakat di
Kementerian / Lembaga

d. Keputusa Menteri Agama nomor 118 tahun 2014 tentang pembentukon BAZNAS

e

Provinsi.

e. Keputurm Bupati Bone Bolango Nomor 90 &/KEP/BUP BB/I352017 tentang
pembentukan pengurus Badan Amil Zakat Nas onal Kabupaten Bone Bolango Periode
2017-2022

{ Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2012 Tentar g Pengelolaan Zahat Kabupaten Bone

Bolango.

PPeraturan Bupati Bone Bolango No 30 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Perda No 11

Tahun 2012

=
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B. KEADAAN DAN KONDISI BAZNAS KABUPATEN EONE BOLANGO

Badan Amil Zakat Nasional ( BAZNAS ) Kabupaten Bone Bolango telah terbentuk scjak
tahun 2003, melalui Surat Keputusan Bupati nomor 112 Tahun 2003 dan mengalami kemajuan
dan tahun ketahun. Meskipun demikiam, diakui bahwa pengumpulan  oleh unit pengumpulan
zakat (UPZ) pada Dinas/Badan/Kantor, belum terlaksina secara maksimal. Oleh karena itu,
dibutuhkan kerja keras pengurus dan UPZ serta dukurgan dari semua pihak, agar BAZNAS
semakin eksis di masa-masa yang akan datang.

Sementara ini Unit Pengumpul Zakat, Infaq dan Sedekah yang dibentuk pada
Dinas/Instansi/Lembaga hingga Kepengurusan Periode 2017-2022 baru sebahagian yang sudah
yang aktif dan menyetorkan ZIS ke BAZNAS Kabupaten Bone Bolango

Oleh karena itu, BAZNAS Kabupaten Bone Bolango masih sangat membutuhkan peran
serta semua pihak untuk lebih dapat berperan maksimal dalam memajukan pembangunan
bersama-sama dengan pemerintah Kabupaten Bone Bolarigo.

C. STRUKTUR PENGURUS BAZNAS KABUPATEN BONE BOLANGO

NO NAMA JABATAN KOMISIONER |
i
: - |
1 H. Harun Nur Rasznd S. Badjoda, Ketua :
S,1IF ‘
: Wakil Ketwa | ‘
;3 H Faisal Pakaya, S HI Bidang Pen:un?pulan ‘
o Wakil Ketua 11 !

3. H. Syarifudin Kadir, S.Pd. Bidang I endistnbusian dan Pendayagunaan

i

|

|

Wakil Ketua 111 ]

Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan. ;

4. Drs. H Adam K. Tadu, M.Pd.1 Wakil Ketua 1\ i
Bagian Adnunistrasi, Sumber Daya Manusia, dan

Umum

5 Selfi Ali, S AP J ' Staf Tata Usaha




D. TUGAS BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN BONE BOLANGO

Secara Umum Tugas Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bone Bolango

*  Meningkatkan kesadaran masyarakat Bonbol untuk b:rzakat

* Mengarahkan masyarakat mencapai kesejahteraan me lalui pendayagunaan zakat
¢ Meningkatkan status mustahik menjadi muzakki

* Mengembangkan budaya memberi daripada menerima

¢ Mengembangkan manajemen pengelolaan zakat yang amanah dan profesional

® Memperkuat jaringan pengelola zakat

Sebagai Komisioner / Badan Pelaksana mempunyai tugas pokok diantaranya :

1. Mcmbuat rencana kerja

2. Melaksanakan operasional pengelolaan zakat sesnai rencana kerja yang telah disahkan dan
sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan

3. Menyusun laporan tahunan.

4. Mcenyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada pemEriméh.

5. Bertindak .d:m bertanggung jaawab untuk dan atas nama Badan Amil Zakat ke dalam

maupun ke luar.

VISI. MISIT DAN PROGRAM BAZNAS

Visi
“Terwujudnya Optimalisasi penghimpunan, Pendistribusi:n dan Pendayagunaan Zakat secara
Terpadu guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Muslim™.,

Misi
1). Melakukan koordinasi dan sosialisasi dalam membany un kesadaran Z akat

2). Mewujudkan penghimpunan dan pendistribusian Zakzt melalui upaya pendayagunaan Zakat
Produktif dan Konsumtif.

3). Mengarahkan dan membina Mustahiq (penerima Zakal) menjadi Muzakki yang Ta'at  dan
Taqwa kepada Allah SWT.

Program

1. Melaksanakan Sosialisasi dan Konsultasi Zakat bagi semua lapisan masyarakat sampai ke
tingkat Desa sebagai upaya untuk Membangun Kesa laran Zakat.




s

Meningkatkan SDM pengurus BAZNAS untuk mewujudkan pengelolaan Zakat yang,
Profesional, Amanah dan Transparan,

Meclakukan penghimpunan Zakat dari para ASN dan Masyarakat.
Meningkatkan dan Mengembangkan kualitas SDM Fakir Miskin
Membantu penguatan Ekonomi / Pendapatan Keluarga Miskin.
Meningkatkan Kesehatan Keluarga Miskin

Memberikan bantvan Insidentil bagi kaum Dhuafa - Bencana alam/orang terlantar/
santunan Fakir Miskin

URAIAN TUGAS BAZNAS KABUPATEN BONE BOLANGO

Secara Umum

~

Qv oW

Meningkatkan kesadaran masyarakat Bonbol untuk herzakat

Mengarahkan masyarakat mencapai kesejahteraan melalui pendayagunaan zakat
Meningkatkan status mustahik menjadi muzakki -
Mengembangkaﬁ budaya memberi daripada menerima

Mengembangkan manajemen pengelolaan zakat yan 3 amanah dan profesional

Memperkuat jaringan pengelola zakat

Sebagai pelaksana pengelola zakat / Komisioner mempunyai tugas pokok diantaranya

2

v ]

Membuat rencana kerja

Melaksanakan operasional pengelolaan zakat sesuai rencana kerja vang telah disahkan dan
sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan

Menyusun laporan tahunan.

Menvampaikan laporan pertanggung jawaban kepaca pemerintah.

Bertindak dan bertanggung jaawab untak dan atas n una Badan Anul Zakat ke dalam

maupun ke luar.

Secara Khusus

a. Tugas Ketua

Melaksanakan garis kebijakan BAZNAS dalam pengumipulan, penyaturan dan
pendayagunaan zakat

e —— D TN A AR
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Memimpin pelaksanaan program-program BAZ NAS
Merencanakan pengumpulan, penyaluran, dan pendayagunaan zakat ;

Mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas kepada BAZNAS Pusat /Provins dan
Bupan,

b). Wakil Ketua Bidang Pengumpulan

1)
2)

3)

5)

C).

2)
3)
4

4)

5)

Melakukan pendataan muzzaki, harta, zakat dan lainnya ;

Melakukan penggalian zakat dan lainnya ;

Melakukan pengumpulan zakat dan lainnya , dan menyetorkan hasilnya ke Bank yang
ditunjuk serta menyampaikan tanda bukti penerimaan kepada bendahara ;

Mencatat dan membukukan hasil pengumpulan zakat dan lainnya ;

Mengkoordinasi kegiatan pengumpulan zakat dan lainnya.

Wakil Ketua Bidang Pendistribusian

Menenma dan menyeleksi permohonan calon m 1stahiq ;
Mencatat mustahiq yang memenuhi syarat menurutnya masing-masing ;
Menyiapkan rancangan keputusan tentang mustahiq yang menerima zakat dan lainnya ;

Melaksanakan penayaluran dana zakat dan lainnya sesuai dengan keputusan yang telah
ditetapkan ;

Mencatat penyaluran dana zakat dan lainnya, dan inenyerahkan tanda bukti
pencrimaan kepada bendahara ;

Menyiapkan bahan laporan penyaluran zakat dan lainnya ;

Mempertanggung jawabkan hasil kerjanya kepada ketua.

Wakil Ketua Bidang Pendayagunaan

* Meclaksanakan pendapat mustahiq, harta zakat den lamnnya :

Merlakvkan pendistribusian zakat dan lainnya sesai dengan ketentnan vang telah
ditetaphan ;

Mencatat pendistribusian zakat dan lainnya serta menyerahkan tanda bukti penerima
kepada bendahara ;

Menerima dan mencatat permohonan pemanfaatan dana zakat dan lainnya untuk usaha
produkaf

Meueliti dan menyeleksi calon penerima dana produkuf,




6)
7

8)

9)

6)

7

Menyalurkan dan produktif kepada mustahiq ;

Mencatat dana produktif yang telah didayagunak: n dan menyerahkan tanda bukti
penerimaan kepada bendahara ;

Menyiapkan bahan laporan penyaluran dana zaka: dan lainnya untuk usaha produkuf

Mempertanggung jawabkan hasil kerjanya kepadi ketua.

Wakil Ketua Bidang Pengembangan
Menyusun rencana pengumpulan, pendayagunaan dan pembinaan dana zakat dan lainnya
Melakukan penelitian dan pengembangan masalah-masalah sosial ;

Nenerima dan memberi pertimbangan, usul, dan saran mengenai pendayagunaan zakat
untuk pengembangan sosial ;

Mempertanggung jawabkan hasil kerjanya kepada ketua.

Kepala Tata Usaha
Melaksanakan tata administrasi ; v

Menyeémkan hahan untul pelaksanaan kegiatan BAZNAS certa mempersiapkan hahon
laporan ;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan ;

Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawao kepada ketua.
Bendahara

Mengelola seluruh aset uang zakat ;

Melaksanakan pembukuan dan laporan keuangan ;

Menerima tanda bukti penerimaan setoran pengunpul hasil zakat dan bidang
pengumpulan

Menerima tanda bukti penerimaan pendayagunaa 1 zakat dan lunnya dari bidang
pendayagunaan |

Menerima tanda bukti penerimaan penyaluran/penday agunaan dana produktif dari bidong
pendistribusian |

Menyusun dan menyampaikan laporan berkala atas penenmaan dan penyaluran dana
zakat ;

Mempertanggung jawabkan dana zakat dan dana lainnya




Standar Operasional Prosedur ini sebagai bentuk pertangg ung jawaban Pengurus Baznas
Kabupaten Bone Bolango dengan tetap perhatikan perunc ang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Bone Bolango

Pada Tanggal Oktober 2017
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BUPATI BONE BOLANGO

KEPUTUSAN BUPATI BCNE BOLANGO
NOMOR : 90.a/KEP/BUF.BB/135/2017

TENTANG

PENGANGKATAN PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NAS.ONAL

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN BONE BOLANGO PERIODE 2017-2022

BUPATI BOWE BOLANGO,

bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Badan Amal Zakat

Nasional Nomor 55 Takun 2017 tentang Pemberian

Pertimbangan Pengangkatan Pimpinan Badan Ami! Zakat

Nasional Kabupaten Bone Eolango Periode 2017-2022, perlu

menetapkan Keputusan® Bupati Bone Bolango tentang

Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional

Kabupaten Bone Bolango Pericde 2017-2022;

1. Undang-Undang " Nomor 38 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan
Lembaran Negara Republiic Indonesia Nomor 4060);

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten
Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Leinbaran
Negara Republik Indonesiz. Nomor 4269);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 11%&, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5255);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahun Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagiarzana
telah diubah dengan Undiung-Undang Nomor 9 Tabun 2015
tentang Perubahan Kedu: Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

ST M aa e




I SALINAN

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Nepara Republik Indonesia Nomor
5679); !

S.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011
tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Rcpublik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan lembaran

Negara Republik Indonesiz Nomor 5508);

Memperhatikan : 1.Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2014

Menetapkan

KESATU

KEDUA

tentang Tata Cara Pengujuan Pertimbangan
Pengangkatan/Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Amil
Zakat Provinsi dan 13adan Amil Zakat Nasional
Kabupaten/Kota;

2. Keputusan Ketua Badan Amal Zakat Nasional Nomor 55
Tahun 2017 tentan g Pemberian Pertimbangan
Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional
Kabupaten Bone Bolango Periode 2017-2022

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BUPATI 30NE BOLANGO TENTANG

PENGANGKATAN PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

KABUPATEN BONE BOLANGO PERIODE 2017-2022

Mengangkat Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten

Bone Bolango Periode 2017-2022, sebagaimana tercantum

dalam lampiran keputusan ini.

Tugas Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bone

Bolango sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mengelola

zakat dikabupaten Bone Bnlargo dan menyelenggarakan fungsi

sebagai berikut :

1. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan
pendayagunaan zakat;

2. pelaksanaan *pengumpt lan, pendistribusian, dan

pendayagunaan zakat,
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5 ;
<. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan

pendayagunaan zakat; dan

4. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan

zakat.

Dalam melaksanakan tugas Pimpinan Badan Amil Zakat

Nasional Kabupaten Bone Bolango bertanggungjawab dan
melaporkan hasilnya kepada BAZNAS Nasional.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapakan.

Disampaikan kepada :

QU E W

® N

9.

10.

11.
12.

Menteri Agama Republik Indonesia di Jakarta;

Gubernur Gorontalo di Gorontalo;

Badan Amil Zakat Nasiona! di Jakarta;

Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Gorontalo di Gorontalo;
Ketua DPRD Kabupaten Bcne Bolango di Tilongkabila;
Kepala kantor Kementeriar. Agama kabupaten Bone Bslango
di Suwawa;

Sekretaris Daerah kabupatzn Bone Bolango di Suwawa,
Inspektur Daerah Kabupat:n Bone Bolango di Suwawa:
Kepala Badan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Bone Bolango di Suwawa;

Kepala Bagian ‘Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten
Bone Bolango di Suwawa;

Masing — masing yang bersangkutan;

Arsip

L Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal, 10 April 2017
BUPATI BONE BOLANCO,

TTD + CAP

Salinan Telah Sesuai Dengan Naslkah Aslinya
an. Sekretaris Dacrah Kabupaten Bone bolango HAMIM POU

Asisten Bidang Pemerintahan

u.b.

Kepala Bagian Hulkum dan Organisasi

PAKAYA, SH

PENATA TINGKAT 1/I1.D

NIP. 19730606 200604 1 031
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LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BONE BOLANSO

NOMOR : 90.a/KEP/BUP.BB/135/2017

TANGGAL : 10 APRIL 2017

TENTANG : PENGANGKATAN PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT HNASIONAL
KABUPATEN BONE BOLANGO PIERIODE 2017-2022
SUSUNAN PIMPINAN BADAN AMI . ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN BONE BOLANGO PIERIODE 2017-2022

NO NAMA JABATAN KET
1 | H. HARUN NUR RASYID S. BADJODA, S.IP KETUA
2 | H. FAISAL PAKAYA, SH.I WAEKIL KETUA [ BID. PENGUMPULAN

WAKII. KETUA 11 BID. PENDISTRIBUSIAN

H. SYARIFUDIN KADIR, S.Pd
DAN PENDAYAGUNAAN

W

WAKIL KETUA 111 BID. KEUANGAN DAN

4 | Drs. H. ADAM K. TADU, M.Pd.1
PELAPORAN ADMINISTRASI UNMU™I

BUPATI BONE BOLANGO,

TTD + CAP
Salinan Telah Sesuai Dengan Naskah Aslinya
an. Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango HAMIM POU
Asisten Bidang Pemerintahan
u.b

Kepala Bagian Hukum dan Organisasi

JEN AWAL ABDUL PAKAYA, SH
PENATA TINGKAT I/II.D
NIP. 19730606 200604 1 031
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BUPAT'( BON'T BOLANGO
P’q’iOV’INQI GORONTALO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 30 TAHUN 2017

s

TENTANG

-

J
[

PELAKSA\IAAN PERAT Ul\AN DAEFAH KABUPATEN BONE BOLANCO

I
|
|
|
|
|

L
NOMOR 11 TAHUN:2012 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

; ‘!
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
1)
BUPAT[ BONE BOLANGO,

. bahwa dalam v-angka melaksanakdn ketentuan Peraturan Daeran

Nomor 11 hhun 2012 tentang Pengelolaan Zakat, periu
menetapkan Pex atura.n Bupati Bone Bolango tentang Pelaksanaan
Peraturan Dacrah!Kabupaten Bone Bolango Nomor 11 Tahun 2012
tentang Pen:gel.olag.n Zakat;

1. Undang—Undahg Normor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Goro_ntalo (Lembaran Negara Republikk Indonesia
Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4060);

2, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Pembentukan

Kabupaten Bc;‘nc Bolango dan Kabupaten Pohiuwato ci Provinsi
Gorontalo { Lcmbarun MNegara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 26 I‘amb.:-.h'v Lembaran Negara Republilz Indonesia
Nomor 4269);1

3. Undang-Unda:ng Nomo: 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lcnxiéaran Nejrara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);;

4. Undang-Undang Nome - 15 Tahun 2004 tentang Pemerilkasaan
Pengelolaan ‘: dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara
(Lembaran N'&vara Rerublik Indonesia Talhhun 2004 Nomor 66
Tambahan Lembaran Iiegara Republik Indonesia Momor 4400);

i
)

¥
2 .
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Memperhatikan ;

5.

6.

7.

8.

9.

' t L ! | Paidnan

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan
Keuangan ant:uga\ Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126
Tambahan Lerbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undnng-UndsL'ﬁé Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan
Zakat (Lernbar n Negara Republik Indonesia Tabun 2011
Nomor 115, l‘ambahzm Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5255); 'l

Undang-lIndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembag'an Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Tndonesiza
Nomor 5587) sebagiamaia telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undzmgl Nomor 2:3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lemba‘;'an Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor S8, ’fambahan Lembaran Negara Repubilik Indonesia
Nomor 5679),

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan &.embaran Negara Repubiik Indonesia Tahun
2014 Nomor . %92, Tam'>ahan Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemermtan Nomor S8 Tahun 2003 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Fa.h\in 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Repubhlé Indonesin Nomor 4578);

10. Peraturan Penferintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang

Pelaksanaan Ul,l‘ldung—Uncimug Nomor 23 ‘Tahun 2C11 tentang
(}

Pengelolaan Zakat (Lercbaran Ncg&]*'a Republik Indonesia
I‘

Tahun 2014 No}nor 38, Tambahan Lembaran Negara Repubiii:

Indonesia Nomor 5508);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 11 Tahun

1.

2012 tentang P%ngelolazm Zakat;

Peraturan Mcn@‘cri Agema Republik Indonesia Nomor 69 Tahun
2015 tentang d Perubahen Atas Peraturan Menteri Agama
Republik Indoneqxa Nomcr 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan

Tata Cara Penphxmn"an Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta
Penday agtmaa.:jx Zakat Ur.tuk Usaha Produktif;

4
1
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' 2. Peraturan Badz'm Amil Zalkat Nasional Nomor 1 Tanun 2014
tentang Pedoman Tata Cara  Pengajuan Pertimbangan
| Pcngangkatah /j’cmberhcnlian Pimpinan PBadan Amil Zakat
Nasional Provinsi dan Bad:n Amil Zakat Kabupaten/Kota;

3. Peraturan Ba&:'m Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2014
tentang Orga;ﬂ?asi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional
Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;

4. Peraturan B:\délﬂ Amil Zalkat Nasional Nomor 2 Tahun 2016
tentang Pem.b&l;ntukn.n dan Tata Kerja Unit Pengumpulan

Zakat;

.| MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 11
TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

| v
|- "

| : BAB I
1 'KETENTUAN UMUM

J ;| Pasal 1
Daiam Peraturan Bupati ini yanp dimaksud dengan:

DO N =

Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango.
Pemerintah Daerah acigﬂah Pemecrintah Kabupaten Rone Bolango.
Kepala Daerah adalal‘ll ‘Bupati Bone Bolango.

Menteri Agama zudal9h Meutteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan dibidané agama.

S.! Kepala Kantor Kementerian Agama adalah Kepala Kantor Kementerian

Agama Kabupaten Bone Bolangpo.
i . .
Zakat adalah harta yang wajib diccluarkan oleh seorang muslim atau

badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya

.
sesvai denpgan syariat islam.

|
7l Zakat Fitrah adalah ﬁakut yang wajib dikeluarkan umat islam baik
laki-laki, perempuan, ﬁbcs:\r atau kecil, merdeka atau budalk, tua dan

muda pada awal bulart ramadhan sampai menjelang idul fitri.

individu dengan  syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan  yang,

|
{
8.| Zakat Mal adalah zakat yanry dik :nakan atas harta yang dimiliki oleh
| i
|

\D

ditetapkan sccara syar'i,
Zal-at Profesi adalah jzakat yang dikeluarkan dari penghasilan hasil

profesi bila telah mencapal nizab.
i
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lo.llnfak adalah harta yang% dikeluarkan oleh sescorang atau badan usaha
!diluar zakat untulc kcn‘;:asluhntnn umum,

11..Sedeckah adalah hnrlf'gl atau ncn harta yang dikeluarkan oleh
iscscora.ng atau badan \Il'isahu diluar zakat untuk kemaslahatan umum,

12.! Muzakki adalah acorargg muslim atau badan usaha yang berkewajiban

menunaikan zakat. lj

13! Mustahik adalah oran[ﬁyzmg Lberhak menerima. zakat.

141 Badan Amil Zakat Ni:;Lsioxmal Kalupaten yang selanjutaya disebut
, BAZNAS Kabupaten Bone Bolanéa adalah lembaga yang melakukan
‘ pengelolaan zakat di Is:-abupatcn Bone Bolango yang bersifat mandiri

' serta bertanggung ja.wa%b kepada BAZNAS Provinsi dan Bupati.

15i. Unit Pengumpul Zaka:t‘.,yang selan;utnya disingkat UPZ adalah satuan

l organisasi yang diberjtlluk‘ oleh BAZNAS Kabupaten untuk membantu

pengumpulan zakat.
16. Aparatur Sipil Negara adalah setiap warga Negara Republilke Indonesia
' yang.telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat
i1 i

yang berwewenang. ‘dan disecrahi tugas dan digaji berdasarkan
peraturan perundang undangan yang berlaku.

17[.SKPD adalah Sat'uéh Kerja Perangkat Daerah di hz}gkunga:\
| Pemerintah Kabupater: Bone Bolaago.

lé.l{ecamata.n adalahi Klecamatan yang berada di Kabupaten Bone

ol
I

Bolango. :
19. Kelurahan dan Des!d 'adalah Kelurahan dan Desa yang berada di

| Kabupaten Bone Bolar;go.

) | BAB 11
ORGANISASI DA.;\I TATA KERRJA BAZNAS KABUPATEN
1 Bagian esatu
Susunan Organisasi
Fasal 2

sunan Organisasi BAZI"IAS K:\bupitten terdiri atas :

|
s
al Ketua,

| .
b. Wakil Ketua; i

Bidang Pcngumpuléni,
Bidang Pendistribu:lsifi’n dan Pencayagunaan;

0

Bagian pcrcncanmm,;((eunngan dan Pelaporan,

. T

f, Bagian Administrasi, SBumber Daya Manusia dan Umum; dan




_ f
c | SALINAN |

Pasal 3
(1) Bidang dan Bagian sebagaimane. dimaksud pada Pasal 2 huruf c, d

dan f dipimpin oleh Whkil Ketua BAZNAS Kabupaten.
(2) Satuan Audit Internal sebagairana dimaksud pada Pasal 2 huruf =

dipimpin oleh Kectua Bf}.\ZNAS Kabupaten.

(3) Pelaksanaan tugas dlzin fungsi bidang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakdn pleh Amil BAZNAS Kabupaten dalam koordinasi
Wakil Ketua. ,

(4) Amil BAZNAS Kabupaten bukan merupakan pegawai negeri sipil.

(o] Dalam hal d:pcrlukaﬂ pelaksanaan tugas dan fungesi scbagaimana
. dimaksud pada ayat (3) dapat cilalksanakan olch pegawai negeri sipil
| ydng diperbantukan.
| ! Bagian Kedua

' Ketua dan 'Wakil Ketua

‘ 5 J Pacal 4 i

I(EtLls mempunyai u'.lgéq memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS

Kabupaten. ;
; J Pasal S
Walq] Ketua mempunyai tugao membantu ketua memimpin pelaksanaan
tuga BAZNAS Kabupaten dalam perencanaan, pengumpulan
p!endistribusian dan. ' pendayazunaan, kéunangan, administrasi
pérlcaﬁtoran, sumber daya manusiz, umum, pemberian rekomendasi dan
pelaporan. g
- " 'i; Bagian Ketiga
E éida.ng Pengumpulan
‘ i Pasal 6
Bidang Pengumpulan dipimpin oleh satu orang Walil Ketus dengan
Jabaten Waldl Ketua 1. 1
‘ Pasal 7
BFdang Pengumpulan n’lcmpuny’u tugas melaksanakan pengelolaan
angumpuJan zakat. j
Pacal 8

c.l'un menjalankan tug‘xs sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Bidang
Pcn gumpulan menyelen gga:akan fungsi :
el penyusunan strategi f)cngunputun zakat;

i

i
b. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data muzaki;
c. pelaksanaan I\ampanye zakat;

P R 2
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| .
pelaksanaan dan pcnt'cndalian pengumpulan zakat,

e. pelaksanaan pchvnn.m muzali;

|
f. pelaksanaan cvaluas npcn clolaan pengumpulan zakat;
g. penyusunan pdapomp dan pertanggungjawaban pengumpulan zalkat;
h;. pclnksnnuan penerimaan dan tndak lanjut komplain atas layanan

' mu‘,aki dan ﬁl
i |

|

koordinasi pcla]\smlmzin pengumpulan zakat tingkat Kabupaten.
|
|

Bagian Keempat

o
| Bidang Fendistribusiar dan Pendayagunzan
A Faszl 9

Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan dipimpin oleh satu orang
Walil Ketua dengan sebufan Jabatan Wakil Ketua II

‘

| !
| ' Pasal 10

Bidang Pcndi§tﬁbusi§1n‘ dan Fendayagunaan mempunyal

-

u

'R}
m
7]

| S e sy s c
melaksnakan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

|
| i Pasal 11
Dla lam menjalankan tuwas scbagaimana dimaksud pada Pasal 10, Bidar

L distribusian dan Pendhyagunaap menyelenggarakan fungsi:

I penyusunan strategi pendx_.mbu sian dan pendayagunaan zakat;
y

|

i

|

b, pelaksanaan pcngﬂlolaan dan peagembangan data mustahilc;

c. pelaksanaan dan pengenda]lm pendistribusian dan pendayagunaan
zakat;

d. pelakcanaan evalu:asi pengelolaan rendistribusian dan

pendayagunaan zukati’ \

e. pepyusunan pclaporm} dar pertanggungiawaban pendistribusian dan
tndayagunaan zakat; dan

. koordinasi pclalcsnna&n pendisribusian dan pendayagunaan zakat

i tingkat Kabupaten. J

! Bagian Kelima
. Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
' 1 Pasal 12
Bagian Perencanaan, Kcu:angan dan Pelaporan dipimpin oleh satu orang
w!a.kil ketua dengan sebutan Wakil Ketua I1I
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| B Pasal 13

Bagian Perencanaan, Ktuangan dan Pelaporan mempunyal tugas

meélaksanakan pcngclolaaﬁ perencanaan, keuanpgan dan pelaporan.
| ]
; ' Pasal 14

Dalam melaksanakan tu‘rgas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13,

Bagian Perencanaan, I{euatngan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

a. 7 penyiapan penyusun':dll rencana strategis pengelolaan zakat tingkat
i lkabupaten; ! ‘

b. | penyusunan rencana tahunan BAZNAS I(abuﬁatcn;

c. i pe.‘_}:—iksanaan cva.luasi‘tsihunan dan lima tahunan rencana pengelolaan

zakat kabupaten;

d. | pelaksanaan pengelolaijin keuangan BAZNAS Kabupaten;
e. | pelaksanaan sistem aluntansi BAZNAS Kabupaten;
£2 penyusunan laporan Ikcuang:;n dan laporan akuntabalitas kinerja
| BAZNAS Kabupaten; de;n
g. penyiapan penytlﬁunanlglapora11 zzlcat tinglkat Kabupaten.
¥
i Bagian Kcenam
Bagian Administra:f!:i, Sumber Daya Manusia dan Umum
' Pasal 15
Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia dan Umum dipimpin oleh
satu crang wakil ketua dcnl:ga.n sebuten Wakil Ketua IV,
' Pasal 16
Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia dan Unium mempunyai
tugas mclakasa.na}mn pcng.lelnla:m Amil BAZNAS Kabupaten, administrasi
perkantoran, komunilzasi, tmum dan pemberian relkomencdasi.
i ! Pazal 17
Dalam melaksanakan tupas sebapeimana dimaksud pada PFasal 16,
Bagian Administrasi ': umber Daya Manusin dan Umum
menyelenggarakan fungsi: |
a. Epenypsunan stratepi pcxﬂgclolnan Amil BAZNAS Kabupaten;
£pe'-.'.:.ksanazm perencanaan Amil BAZNAS Kabupaten;
gpcl':\.csanaan relc"utmr:n“" Amil BAZHNAS Kabupaten;

|pelaksanaan pcngr:mll)n:pgun Amil BAZNAS Kabupaten;

o oo g

|pelaksanaan administrasi perkant yran BAZNAS Kaby
| i

\paten;
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f. ' penyusunan rencanaqstratcgi komunikasi dan hubungan masyarakat
| BAZNAS Kabupaten;

gl pelaksanaan strategi Lomunikasw dan hubungan masyarakat BAZNAS

Kabupaten; 1

pengadaan, pcncatafém, pemeliharaan, pengendalian dan pelaporan

aset BAZNAS Kabupa"en', dan

i.; pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala Provinsi

| di Kabupaten. ‘

§i Bagian Ketujuh

éatuan Audit Internal

y Pasal 18

Satuan Audit Internal berada dibawah dan bertanggungjawab kepada
Ketua BAZNAS Kabupatexji.

| , Pasal 19

Satuan Audit Intemnal x‘né:mpunyrd tugas melaksanakan audit keuangan,
audiﬁ’f’manajemen. auditjmuty, dan audit kepatuhan internal BAZNAS

Kab'L"maten.
| ' Pasa 20

D%alam menjalankan tuga1s sebagaimana dimaksud pada Pasal! 19, Satuan

Audit Internal menyelenggarakan fungsi:

a., penyiapan program audit;

b' peclaksanaan audit;

c.l pelaksanaan audit: fmtuk tujuan tertentu atas penugasan Ketua
E BAZNAS; | i

penyusunan lapora;'l hasil audit; dan

penyiapan pelaksznadn audit yang dilakulkan oleh pihak eicsternal.

i Bagian Kedelapan

! Amil BAZNAS Kabupaten

! , Pasa. 21

(1) Amil Baznas Kabuqa;cn sebagairiana dimalcsud pada Pasal 3 avat (2)
diangkat dan diberhentikan Ketu: BEAZNAS Kabupaten.

(2) Amil BAZNAS Kabuinaten sebagaimana  dimaksud pada ayat {l)
direkrut melalui  proses seeksi dengan  mempertimbangkan
kompetensi dan keb\ftuhan sesuai dengan tugas dan fungsi BAZNAS
Kabupaten. y

(3) Hak keuangan Amil EAZNAS Kabupaten dibebankan pada Hak Amil.

{41 Amiil BAZNAS Kabuodten hukan mermnakan neeawai neper ainil

1 .
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Prsal 22
(1) Ketentuan tentang ‘Arhil BAZNAS Kabupaten diatur dalamn Peraturan
 Lembaga yang ditetapkan delam Keputusan Ketua BAZNAS

= TL %

Kabupaten. c

(2) Peraturan Lembaga sebagaimani dimaksud pada ayat (1) disusun

' berdasarkan perat{lrﬂ perundang-undangan ketenagakerjaan yang
 berlaku. .

‘, BAB III
TATA CARA PEMBE.::RIAN PERTIMBANGAN PENGANGKATAN

I
PIMPINAN BAZNAS KABUPATEN
' 1

Bagian:"{csatu

i Jumlah, Qnsur dan Persyaratan Pimpinan
‘ : Pasal 23

(1) Pimpinan BAZNAS 'Kibupaten terdir atas Ketua dan 4 (empat) orang
; walkil Ketua. 3 '

(2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur

masyarakat yang melipAuti ulama, tenaga profesional dan tokoh

M

| masyaralkat islam.

(3) Unsur masyarakat ?_sebagau'mana dimaksud pada ayat (2) bukan
! berasal dari pejabat ncgara ateu pejabat yang mgnduduki jabatan
| strulktural pem(-.rin‘afmn.

|
| 3 Pasal 24

(i] Pimpinan BAZNAS liébupal.en scbagaimana dimalksud dalam Pasal 2,
| diangkat dan ' diberhentikan oleh Bupati  sctelah mendapat
| pertimbangan dari BAZNAS.

(’|2) Mas:;x kerja Pimpinc;n EAZMAS Kabupaten dijabat selama 5 (lima)

tahun dan dapat dip{lih kerabali untuls 1 (satu) kali masa jabaran.
| } Pasnl 25

Untuk dapat diangkat sebagai Fimpinan BAZNAS Kabupaten paling

s‘,edikit harus memc-:nuhjl persyaratan :

af.. warga negara Indoncf‘sia;

b. beragama islam; !

bertakwa kepada AL}'.AH SWT;

_ berakhlak mulia; ‘

berusia paling sedikit 40 {empat puluh) tahun;,

-0 a0

sehat iasmani dan r?ham:
3
.
)
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g. tidak menjadi anggota 'i)artaj politil;

h. memiliki kompetensi chbxdang per.gelolaan zakat; dan

i. tidak permah dlhuln.r? karena melakukan tindak pidana kejahatan
y2ng diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

. : Bagian Kedua
i Tim Seleksi
Pasal 26
Pimpinan BAZNAS Kabuf‘:aten dipilih oleh tim seleksi vang dipilih oleh
Bupati. :
Pasal 27
Anggota tim seleksi sebagain'lana dimaksud pada Pasal 26 tidak dapat
dipilih menjadi calon Pi:mibinan BAZNAS Kabupaten.
' b
Pasel 28
(f)Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 memilih calon
Pimpinan BAZNAS Kabupaten scbanyalkk 2 (dua) kali jumlah yang
dibutuhkan. ’
(2) Hasil seleksi calen .‘ Pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana
dimaksud pada ayat, ('1) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Seleksi

dan disampaikan chnda Bupati.

Pasal 29
Bupati memilih 5 (lima) orang calen Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang
diusulkan tim seleksi yuntuk disampaikan kepada BAZNAS guna

mendapatkan pertimbanan.

.Ba.s_',mn Ketiga
Péngaju:m Pertimbangan
) Pacal 30

Bupati menyampaikan calon Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang telah
cdipilih sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 kepada BAZNAS untuk
mendapatkan pertimbangan BAZNAS dengan melampirkan:
.. Berita Acara Hasil Selelsi;
b. susunan Pimpinan °~‘.Zn\ AS Kz bupaten;
~. surat penyataan f'-sangy,tmaﬂ sebagai pimpinan BAZNAS Kabupaten

dari masing-rnasing calon Pimpinan;
d. fotocopy kartu ::u‘.da: penduduk masing-masing calon Pirnpinan;

¥
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f. surat keterangan schat dari dokter untuk masing-masing calon
Pimpinan,; t 15

g.l surat pernyataan tidalk menjadi anpggota partai politile dari masing-
masing calon Pimpin'n"n; dean

h.

surat penyataan t{qdlt pernah Jdihukum karena melakukan tindal
pidana kejahatan yrx'ri‘g diancam dengan pidana penjara paling singkat

5 (lima) tahun dari masing-masing calon Fimpinan.
|

) ! Pasal 31

(1) EAZNAS mc_]a]:ukanf' verifikasi administratif atas permohonan
pertimbagan pcngangléatan Pimpinan BAZNAS Kabupaten.

(2) BAZNAS menyampailgan hasil verifikasi administratif sebagaimana
dimaksud pada :iy_t (1) dalam bentuk Surat Pertimbangan
Pengangkatan Pimpiviian BAZNAS Kabupaten kepada Bupatll vang

tembusannya disampaikan kepada kantor HKementerian Agama

Kabupaten. i -
: Pnsai..32
BAZNAS melakukan peny%%:lesaian pemberian pertimbangan pengangkatan
sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 paling lama 15 (lima belas) hari
kerja. {
i Bagian Keempat

Pengangkatan Pimpinan

) !! Pasal 33
Bupati mengangkat PimPinz_m BAZNAS Kabupaten selambat-lambatnya
15 (lima belas) han"” "kerja, terhitung scjak Surat Pertimbangan
Pengangkatan Pimpinan B'AZNAS Kabupaten dari BAZNAS diterima.

/ BAL IV
TATA CARA PEMBERIAN PERTIMBANGAN
PEMBERHENTIAN PIMPIN AN BAZNAS KARUPATEN
: j Bagian Kesatu
; Kriteria Pemberhentian

" s Pasal 34
Pimpinan BAZNAS I{ab_llglzlten diberhentikan apabila:
2. meninggal dunia;
. habis masa jabatan;. lé

c. mengundurkan diri;

RPN




i SALINAN
d.| tidak dapat mela]csaﬁakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus
menerus; atau

| tidak memenuhi syarat lagi sebagai pimpinan sebagaimana. dimaksud
i
. pada Pasal 23. h

i

I /| Bagian Kedua

'Pengajuan Pertimbangan

iw Pasal 35

Pimpinan BAZNAS Kab apaten - ang meninggal dunia atan habis masa

jabatan scbagaimana 'dililaksud pada Pasal 34 huruf a2, dan huruf b,
secara hukum berhenti dl,*,lri Pimpinan BAZNAS Kabupaten

P | Pasal36

(1) Pimpinan BAZNAS K abupatcn yang mcngundurl/an diri sebagaimana
! dAmaksud pada Pasa.l 34 huruf c, harus mengajukan permohonan

i | ; scara tertulis kepada ‘Bupati disertai dengan alasan.

(”) Terhad'xp permohonan pengunduran diri sebagaithana dimalksud pada
l ayat (1) Bupati n-crn'}nggd Pimp'nan yang mengajukan permohonan
| pengunduran diri untuk memberikan Klarifikasi.

(3) Dalam pemberian Idldrifikas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

? ' Bupati dapat menghadirkan Pimpinan BAZNAS Kabupater:.

(4) Bupati mengajukan  pertimbangan K=2pada BAZNAS untuk
} pemberhentian Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang mengundurlkan
i diri.

: Pasa! 37

Pgmpinan BAZNAS Kabtlpaten yang tidak capat melaksanakan tugas

selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus scbag’umana dimaksud pada

P.\sﬂ 34 huruf d, ds 1pm diberhentil:an apabila tidak menjalankan tugas
i ‘ oebagzu Fimpinan DAZNAo Kabupaten selama 90 (Sembilan puiuh) hari
secara terus mencrus arlxpa alasan yang sah.

!f’ Pasal 38
| (1) Pemberhentian lepma.n BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud

! pada Pasal 37 dxlakuLm sctelah melalui proses pemberian peringatan
i tertulis sebanyalk 3 (t‘;;_:a) kali oleh Ketua BAZNAS Kabupaten.

('g) Peringatan tertulis "kesatu diberikan apabiia Pimpinan BAZNAS
| Kzbupaten tidak mébnjalankan tupas secara terus menerus  ta
|

: anpa
alasan yang sah sclama 30 (tiga puluh) hari.

| |
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(3) Pimpinan BAZN/‘\S. Kabupaten yanp telah mendapatikan peringatan
tertulis sebagaimann llim aksud pada ayat (2), tetap tidak menjalanican

' tugas sccara terus: m‘encru:; tanpa alasan yang sah selama 20 (tiga

puluh) hari, dibcn'k:*m!' peringatan tertulis kedua.

(‘%) Pimpinan BAZNAS[ Klabupntcn yang tclah mendapatkan peringatas
‘ tertulis kedua sdmgdlmnna dimalksud pada ayat (3). tetap tidalk
: mcmal’mk:m tugas 1.cmm terus menerus tanpa alasan vang s2h
, bchma. 15 (lima be 1:1.,) hari, diberikan peringatan tertulis }cuv'

(5) Apabila dalam Jamoka waktu 15 (lima belas) hari c;a' peringatan
'! tertulis ketiga qcbugm{na.na dimal:sud pada ayat (4) Pimpinan BAZN

Kabupaten mengusullxan pemberhentiannya kepada Bupati.
(6) Bupati mcnga_]uman pcrtxmbangan kepada BAZMNAS Kabupaten yang
! terbukti tidal mel.a.lxsana.kan tugas selama 3 (tiga) bulan sscara terus

| menerus.
L3 Pasal 39
Pcmb&.rheni.ian lepxnan BAZNAS Kabupaten yang _:ida.k memenuhi
syarat lagi sebagai Punpman sebzgaimana dimaksud pada Pasal 3+
‘n:‘un.lf e, dilakukan apabila:
a. mcnj jadi warga negara asing;
b. Lcrpmda.h agama; ' i
c. melakukan perbuntem tercela;
d. menderita sakit jasmani dan/atau rohani;
e. menjadi anggota partgn politik; atau
{f. dihulkum karena me.l;xkukan tindak pidana kejahatan vang diancam

dengan pidana penjara paling sir gkat S (lima) «ahun.
‘Y li Paszal 40
(1) Pimpinan BAZNAS Kabupuicn vang menjadi Warga Negara Asing,
|
| pindah agama L\LﬁU]fﬂCﬂdel anggota partal politik sebagaimana
i dlma.ksud pada Pa.ual 39 huruf a, huruf b dan huruf e, harus

|
| mcnga_]ukan pcrmohq ‘an pengunduran diri sebagal Pimpinan kepada

Bupati. i
(2) Bupati meng..u\_lum pertimbangan  kepada  BAZNAS untuk
pemberhentian leplnan BAZNAS Kabupaten yang terbukt tidak
memenuhi syarat lam.
{ rasid 41

(1) Pimpinan BAZNAS I\abupaten yang diduga melakukan perbuatan

i

i
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Idlbcrhcnnkan scba;,a.b Pimpinan BAZNAS Kabupaten setelah melalui
| proses pemeriksaan oleh tim yang dibentuk oleh Bupati,

(2) Bupati mengajukan| pertimbangan  kepada BAZNAS  untul:
: . pertimbangan Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang terbuliti raelakulcan
;pu‘buatrm tercela. q

| sid Paszal 42

|

(1) Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang menderita sakit jasmani dan/atau

| rohani sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 huruf d, diberhentikan

i'ncn]ad1 Pimpinan BAZNAS Kabupaten apabila mengalami sakit

! A . '
! berkepanjangan selama 90 (sembilan puluh) hari sccara teruis menerus

dapat melaksanakan tugas sebagai

| Pimpinan BAZNAS KaBupatcn.

(2) Pimpinan BAZNAS Ka.bupat\.n vang sakit berkepanjangan selama 90

(sembilan puluh) ha.u sebagnimana dimaksud pada ayat (i)

E diberhentikan apabilaberdasarkan keterangan dokter menderita sakn
Eyang berakibat udak! dapat menjalankan tugas sebagai Phupuna.;
' BAZNAS Kabupaten! |

Dalam hal Pimp;inan BAZNAS Kabupaten menderita sakit

berkepanjtmgan sebagaunana dirnaksud pada ayat (1), Ketua BAZNAS

(3

' Kabupaten mengusnlkan pemberhentian sebagai Pimpinan BAZNAS
Kabupaten dengan melamplrkan bukti terkait.
(4) Dalam hal Ketua BA'ZNAS Kabupaten menderita salit berkepanjanzan
! <'ebaga1mana chmnksud pada ayat (1), dan tAdN\ dapat menjalankan
tu zas berdasarkan kéter:mp,an Jdolkter sebaga.:nana dimaksud pada
ay'J.t (2) Bupati memberhentxkan sebagai Ketua BATNAS Kabupaten.
(5) Bupati mengajuk'm perimbangan kepada ":'-\.J\AS untukx
pemberhentian  Pimpinan  DAZNAS  Kabupaten yang terbuksi

mengalami sakit jasmani dan/atau rohani yang berkepanjangan.
1

; Pasal 43
(19 Pimpinan BAZNAS Kz\;:up.hten yang diduga melakukan tindak pidana
! kejahatan yang dxancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima)

| tahun sebapgaimana “dimalksud dalam Pasal 39 huruf e, telah
|

{4 5
! ditetapkan sebagai  terdakwa, diberhentikan sementara sebagal
' Pimpinan BAZNAS Kabupaten.
('7) Pemberhentian semr‘ntara Pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana

" dimaksud pada ayat (1) dxla.kul:a" oleh Bupati.
|
| ¢
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(3)iKeputusan Bupati |se,;nagz:'.ima.na. dimaksud pada ayat (2) dicabut
apabila Pimpinan BAZIJAS Kabu»aten sebagaimana dimaksud pada
i ayat (1) tidak terbukti xf,ll;lelaku kkan tindak pidana yang didakwakan.

(4)‘ Bupati mcngajukan' pertimbzngan  kepada ~ BAZNAS  untuk
Ipcmberhentia_n mepman BAZNAS Kabupaten yang terbukti

; melakukan tindak pldana dan telah memperolelr putusan pengadilan

l yang berkekuatan hukLm tetap.

[ &
| e .
! : i! Bagian Ketiga
Peifnben’zm Pertimbangan
i Pasa’ 44

(],) BAZNAS melakulfan' verifikasi administratf atas permohonan

| pertimbangan pemberﬂentxan BAZNAS Kabupaten dari Bupati.

(2) BAZNAS rr;enyampaxl%an hasil verifikasi administratil sebagaimana

. dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk Surat Pertimbangan
Pemberhentian mepxna.n BAZNAS Kabupaten kepada Bupatl yang

tembusanrya dwarng.«nkan kepada kantor Kementerian Agama

Kabupaten.
' 5 Paszd 45
BAZNAS melakukan | penyelespian pemberian pertimbangan
pemberhentian sebagaimana dimalisud pada Pasal 44 paling lama 10
(%epuluh) hari kerja. | : '
Bagian Keempat
' Ps:mbcrhentian Pimpinan
_ 1 Pasal 46
llsmpati memberhentixan Pimpiran BAZNAS Kabupaicn selambat-
lambatnya 15 (lima belas) hari kera, terhitung sejak Surat Perdmbangan
Pemberhent\an ernpma.n BAZNAS Xabupaten dari BAZNAS diterima.
N ! Bagian Kelima
‘ Pimpinan Pengganti
Pasal 47
yang

(1) Untuk mengisi Jkekosongan Pimpinan BAZNAS Kabupaten

kan Larend alasan celain habis masa jabatan sebagaimana

| diberhent
| dimaksud pada Pasal 24 huru! b, Bupati dapat mengangkat Pimpinan
pertimbangan

BAZNAS Kabupaten pengganti  setelah mendapat
BAZNAS. !
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Masa jabatan Pimpim\fn BAZNAS Kabupaten yang digantikan.
1

) BAE V

LINGKUP KEWENANG/\N PENGUMPULAN ZAKAT
(T
: Pasal 48

BAZNAS I(nbupatcn.' memil'ki linglkup kewenangan pengumpulan
zakat dalam wilaya}-l abupaten Bone Bolango.

Linglkup kewenang'z}' pengumpulan zakat sebagaimana dimalksud
pada ayat (1) tcrka!i't dengan pelaksanaan tugas dan fungsi BAZNAS
Kabupaten, bahwa '.dtlalam pengumpulan zakat BAZNAS XKabupaten
dapat membentuk, -'_iUPZ pada Instansi' Pemerintah, Lembaga
Pendidikan, Bada.n; U%iaha Milik Negara, Badan Uszha Milik Daerah,
I"ir“r'.usahaan Swasta jserta. dapat membentuk UPZ pada tinglat
Kecamatan, KcltfxraLan/Desa, Mesjid/Langgar/Musholla/Su-a,
Majelis Taklim dan Etér:npat lainnya. )
Kewenangan UPZ | sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalan
mengumpulkan z:{l.:aTt, infal, sedekah dan menyetorkannya I
BAZNAS Kabupater;. i

Ketentuan lebih lanjut tentang UPZ sebagaimana dimalcsud pada
ay;:lt (3), diatur olehi BAZNAS Katupaten.

#i Y BAE VI

OBYEK DAN SUBJEK ZAKAT
Ak Pasal 49

Zakat terdiri dari zalcagF mal dan ::akat fitrah

Zalkat Mal teridiri atas :

a. emas; o
1
b. perak; :
!
c. uang; ;

d. harta perusahaan (lan perdagangan,;
e. hasil pertanian; |

{. hasil pcrkcbunan;';

g. hasil perikanan; ‘

h. hasil pcrtambzmga}:;

{4 "hasil peternakan; j

j# penghasilan (profebi) dan jasa; dan
k. rikaz. ]
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(3) Zakat fitrah adalal'? n‘mkanan pokok pendudulc setempat yang wajib
dikeluarkan pada bulan Ramadhan.
(4) Yang menjadi subjc[k zakat adalah :
a. orang islam; dar;x 'j

!

b. badan atau usaha.

: BAB VII
i
TATA CARA PENGHITUNGAN ZAKAT PENGHASILAN/PROFES

Pasal 50

(1) Zakat Profesi adalalh Zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi
bila telah mencapai nisab.

(2) Kadar zakat profcsi ditetapkan
dari pcnghasil%m bxl'utﬂo.

(3) Nisab zakat profesi ad;alah sebesar 85 gram em

(4) Jika penghasilan tidz"lk mencapai nisab zakat
vang bersangkutan dikenakan infak._

sebesar 2.5 % (dua koma lima persen)

as dalam setahun.

sebesar 83 gram emas

. dalam setahun, malka muzakki
(5) Muzakli dapat menghitung sendiri zakat yang dia keluarkan.
(IG.) “pabila muzalklki t}dzik mampu menghitung zakatnya, maka dibantu
oleh pengurus BAZNA'S Kabupaten.
! : '
o 4 BAB VI
PENGUMF‘@L;‘L&N ZAKAT PENGHASILAN/ PROFESI
'|l,' '; PasmlSl
(1) UPZ bherhak menigumpul zakat kepada muz
|

akki pada unit kerja

masing-masing.
(2) Pengumpulan zalkat
dilaksanalkan Muzaklki dalam tahun zakat berjalan.
Sebelum dilakukarn: pengumpulan zakat, para muzalld membuat
untuk mengeluarkan zakat.

sebagaimana  dimaksud pada ayat (1)

)

pernyataan kesediaan

(4) Hasil pengumpulanj zakat sebagaimana dimaksud pada ayat
disetor secara tunai Lleh UFZ «e rekening Giro BAZNAS Kabupaten.

1
(4]

|J EAB IX
PENGAWASAN DAN PELAPORAN
' Pasal 52

(R |

|

(1) Dalam rangka transpar
maka secara periodi§< dilalrukan audit atau pemeriksaan ole

! |
| )

ansi can aluntabilitas pengelolaan dana zalkat

h tim yang
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} rodp

dibentuk untuk melakukan pemeriksaan audit kepada BAZNAS

Kabupaten.
(2) BAZNAS berkewajiban memberikan laporan zakat kepada Bupan

1
sccara berkala melalui Sckretaris. Dacrah,

% 4

1 BAD X

,1 SANKSI
.8 Pasal 53

|
UPZ yang terbukti melakukan penyclewengan alcan dikenakan sanksi
Q

sesu

ai ketentuan pcrunddng—undan;;an yang berlaku.
q

l
| o
! ul "‘. BAE XI
| PEMBIAYAN BAZNA§ 311'(ABUPA’I‘EN DAN PENGGUNAAN HAK AMIL
‘ L

Pasal 54

(i) Biaya operasional éBIA}ZNAS Kasupaten dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Bclt%ﬁljﬁ Daerah dan Halk Amil.

(2) Biaya operasional ' BAZNAS Kabupaten yang dibebankan pada

Anggaran Pendapatar;i dan Belarja Daerah meliputi:

a. hak keuangan pun}pman BAZNAS Kabupaten;

h. biaya adrmm.;trasq umumn; den

c. biaya sosialisa;i: ‘c:lan koordinasi dengan BAZNAS Kabupaten dan

LAZ Kabupatén“ '1
('3) cw.ya. operasxonal‘%elaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2}
dibebankan lcepada Hale Amil.
(4) Besaran Halk Am1l.yang dapat digunakan untuk biaya operas.onal
sebagaimana dimak§ud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengnn
syariat Islam deng:un mempertimbangkan  aspzk  preduktivitas,
efektivitas, dan cﬁSicﬁsi dalam pengelolaan zakat.
(5) Penggunaan besartlm' Hak Amil sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dicantumkan dalamj rencana kerja dan anggaran tahunan yang
disusun oleh BAZNA? Kabupaten dan disahkan oleh BAZNAS.

‘ 1 Pasal 65
Pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara dapat diberikan (kep’\d"t B:\?“IAS Kabupaten apabila pembiayaan

operasional yang bers \.!\mber dari Anggaran Pendapatan dan Belania

Daerah tidak mencul\upl.

; -



|
i |
l ‘ . | SALINAN | ‘
o BAE XII |
i PI?E’I‘EN'[‘UAI\I LAIN-LAIN -4
E : | Pasal 56
Kepala SKPD bcrt'mtgungawdb dan mengawasi bawahannya untuk

, membayar zakat profesi r.dea unlt kerjanya masing-masing.

| N
1
i
‘ ’
/
|
|
|
|

i

i BAE XIII
KETENTUAN PENUTUP
| Pasal 57
Pératuran Bupati ini muli_\ berlaku pada tanggal diundangkan.

A},ar setiap orang mengctahumya. memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bone Bolangod

!

: Ditetapkan di Suwawa

l l pada tanggal 4 September 2017
i BUPATI BONE BOLANGO,

4]
!
l

) ttd+cap
]
Du.mdarlqu\an di Suwawa
pada tanggal 4 September 2017 :
SEKRE'I‘ARIS 'DAERAH KABUPATEN

l Vi HAMIM POU
BONE BOLANGO,
f . ttd+cap i ’
|| Ir.H.ISHAK NTOMA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA |
|  NIP/ 19641106 199103 1 00S
d l | E|
BERITA 'DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2017 NOMOR 30
5 |
i Salinan Te,ln.h Sesuai Dengan Naskah Aslinya
‘an., Selcretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango
Asmten Bidang Pcmc.mt.,hun'
u.b.
i I{epﬂjq Bag ',.an Hulcum dan Oxgamsam
| |

‘ JEf AwAL ABD PAKAYA,SH
| PENATA TINGKAT I/IILD:
| NIP. 19730606 200604 1 031
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BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional
KABUPATEN BONE 1( MLANGO

LAPORAN PENGELOLAAN ZAKAT + INFAK DAN SEDEKAH
BAZNAS KABUPATEN BONE BOLANGO
TAHUN 2020

A, PENDAHULUAN

1.

(%]

Dasar pemikiran
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bone Bolango merupak lembag
resmi yang berkedudukan di Daerah  dengan tugas pokok mengumpulkan, dan
mendistribusikan Zakat Infaq dan Shadaqah, dari para muzakki dan muhsinin kepada
delapan asnaf yang berhak mendapatkan santunan zakat

Sementara itu, banyaknya masyarakat yang layak menjadi muzakki dan memiliki kesadaran
mengeluarkan zakat, infaq dan shadaqah sangat mengharapkan agar apa yang mereka
keluarkan dari sebal gian harta dan pend r mereka dapat disalurkan dengan tepat.
Atas dasar pemikiran dj atas inilah, kiranya menjadi sangat urgen bagi pengurus BAZNAS
Kabupaten Bone Bolango untuk Japatkan restu melakukan tugas pokok dan fungsi
melalui acara pelantikan dan pengukuhan oleh pemerintah daerah,

Dasar pelaksanaan

P

Undang-undang nomor 23 Tahun 201 tentang Pengelolaan Zakat,

b. Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014 lentang pelaksanaan undang-undang
nomor 23 tahun 2011

¢. Intruksi Presiden nomor 3 Tahun
Kementerian / Lembaga

d. Keputusa Menteri Agama nomor 118 tahun
Provinsi.

2014 tentang optimalisasi Pengumpulan Zakmt &

2014 tentang pembentukan BAZNAS

¢. Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor - %.a‘KEPl'BL‘P.BB-ISS 2017

pembentukan pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bone
2017-2022

. Peraturan Daerah No. [ ki
Bolango.

tentang
Bolango Penode

alun 2012 Tentang Pengelolaan Zakay Kabupaten Bone

g Peraturan Bupati Bone Bolango No 30 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Perda No 1
Tahun 2012



3. Maksud dan Tujuan

. Sebagai pertanggungjawaban Pengurus Ba
Bolango untuk Semester 1 Tahun 2020 .

b. Scb:\gii bahan kajian dan sekaligus menjadi bahan penilaian terhadap kinerja Pen
Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bone Bolango

. Laporan ini disampaikan kepada Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten o
sesuai ketentuan dalam Undang-Undang nomor 38 1ahun1999 tentang Pengelo
Zakat, juga disampaikan kepada semua Unit Pengumpul Zakat yang telah atau yang
belum memberikan kontribusi kepada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bone

Bolango.

dan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bone
gurus

Bone Bolango

. KEADAAN DAN KONDISI BAZNAS KABUPATEN BONE BOLANGO

Badan Amil Zakat Nasional ( BAZNAS ) Kabup Bone Bolango telah terb "
sejak tahun 2003, melalui Surat Keputusan Bupati nomor 112 Tahun 2003 dan mmgﬂ@
kemajuan dari tahun ketahun. Meskipun demikiam, diakui bahwa pengumpulan oleh unit
pengumpulan zakat (UPZ) pada Dinas/Badan/Kantor, belum terlaksana secara maksimal. Oleh
Karena itu, dibutuhkan kerja keras pengurus dan UPZ serta dukungan dan semua pihak, agar
BAZNAS semakin eksis di masa-masa yang akan datang.

Sementara ini Unit Pengumpul Zakat, Infaq dan Sedekah yang dibentuk pada
Dinas/l i/Lembaga hingza Kepengurusan Periode 2017-2022 baru sebahagian yang sudah

yang aktif dan menyetorkan Z1S ke BAZNAS Kabupaten Bone Bolango

Oleh karena itu, BAZNAS Kabupaten Bone Bolango masih sangat membutuhkan peran

serta semua pihak untuk lebih dapat berperan maksimal dalam jukan p
bersama-sama dengan pemerintah Kabupaten Bone Bolango.

&

. REALISASI PROGRAM KERJA BAZNAS

a. Program Kerja Tahun 2020

1. Banmuan Pengembangan Usaha Kecil
Bantuan Kelompok Nelayan
Bantuan Rumah Tidak Layak Huni
4. Bantuan Panti Asuhan
5. Bantuan Rehab Mesjid
6. Bantuan Taman Pengajian Al-Qur:an -
7. Bantuan Bea Siswa -
8
9
1

0

Bantuan Langsung Tunai bagi Tenaga Honorarium ASN
. Bantuan Bencana Banjir Bandang di Kabup Bone Bol
0. Dan lain-lain

b Realisasi Program Kerja Tahun 2020

1. Bantuan Pengembangan Usaha Kecil
Bantuan Rumah Tidak Layak Huni
Bantuan Rehab Mesjid
Banruan Taman Pengajian Al-Qur;an -

= e




5. Bantuan Langsung Tunai bagi Tenaga Honorarium ASN dampak Covid-19
6. B B Banjir Bandang di Kabupaten Bone Bol
7. Bantuan Zakat Fitrah

D. KEGIATAN LAIN - LAIN
1. Pelaksanaan kegiatan koordinasi dan konsultasi d SKPD tent
Pengumpulan Zakat oleh UPZ
2. Pembentukan UPZ berasarkan PERBAZNAS No. 3 Tahun 2014 untuk yang
belum memiliki SK. UPZ
3. Pend kembali Para Mustahik yang sudah tersentuh maupun yang belum se
Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020
4. Sosialisasi tentang Zakat melalui Stand Banner dan stiker ke SKPD se
Kabupaten Bone Bolango
Penyaluran Dana Zakat Maal
6. Mengirim para Komisi pun staf dalam kegi sosial p
pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi Pengurus BAZNAS baik di
Tingkat Dacrah , Provinsi maupun Pusat.

w

E. KEUANGAN

No| TANGGAL PENERIMAAN | PENGELUARAN SALDO I
Saldo Awal R ‘|
Tahun p 289,652,286.00 - Rp 289,652,286 i

1 | Januari 2020 Rp 11,662,864 Rp 7,105,000 | Rp 294,210,150 ]

2 |Pebruari2020 | Rp 7,449,237 | Rp 618,400 | Rp 301,040,987 |

3 | Maret 2020 Rp 8556922 | Rp 243,179,400 | Rp 66,418,509 |

4 | April 2020 Rp 9,700,287 Rp 4,991,000 Rp 71,127,796 1

5 | Mei2020 Rp 396,024,387 | Rp 405,067,400 | Rp _ 62,084,783 |

6 | Juni 2020 Rp 38,567,981 | Rp 8,670,500 | Rp _ 91,982.264 |

7 | 1uli 2020 Rp 12,721,575 | Rp 9,923,100 | Rp 94,780,739 |

8 |Agustus2020 | Rp 404,726,189 | Rp 3697500 | Rp 495509428 |

9 | September2020 | Rp 40,178,881 | Rp 252051000 | Rp 283,937,309 |

10 | Oktober2020 | Rp_ 18,672,139 | Rp 16375100 | Rp 286,234,348 |

11 | November 2020 | Rp 26,762,232 Rp 93,057,000 | Rp 219.9_39,580

12 | Desember2020 | Rp 15,421,027 | Rp 84318600 | Rp 151042,007 |

Rp 1,280,096,007 | Rp 1,129,054,000 | Rp 151,042,007 |

F. SARANA PRASARANA

Scjak terbentuknya BAZNAS Kabupaten Bone Bolango hingga dengan sekarang belum
memiliki Kantor sebagai secretanial dalam menjalankan roda organisasi dan dan sementara
masih memanfaatkan Ruang Kantor yang diberikan Bupati Bone Bolango




G.

luas dan yang
Adapun Ruang operasional Perhantoran sudah memiliks le:‘:'“ y.n'glhcl:‘!h 600 M2 yang
\chclumnyu yang ada di Kompleks Perkantorm Bupan Doss .‘wd-) hurs serta 3 huah
dilengkap: sarang penunjang berupa 1 Unit Komputer, ¢ set Meja
Leman arsip dan Kursi untuk staf dan tamu schany ak 12 buah

) dana setclah mendapat
I)lmmpmg 1 telah memibiki fasilitas Roda 2 yong dibiayai dan h sadel Goberan
Persetuan dan Bapak Bupat Bone Bolango (Harmm Pou), dan bahl e
sumbangan Roda 4 (Mabal) 1(situ) buah

PENUTLP
I Kesimpulan

A Penenimaan dana Zah Infaq dan Scdekah sejak awal dibentuknya BAZVAS, telah
terkumpul dengan bk dan tersalurhan sesua peruntukanmy a.

b Laporan Tahunan i1 dan Segr Penenmaan maupan Penyaluranmy a belum mak simal
sesuan harapan hal i terk endala pada situasy musibah € 6vid-19
¢ D

alam hal penyalurannya lebih banyak disalurkan pada Pengembangan | saha Keci
(PUK) dalam rangka Pemulihan Ekonomi disebabhan dampak Covid 19

d Pengurus dan angpota serta semua pihak selayakny a babu membahu daiam memajukan
BAZNAS

< Saran
a  Dengan keluarnya P

crda dan Perbup Pemenintah daerah sebagm kekoatan hukum
diharapkan dalam pengumpulan Dana Zahat. Infaq dan Sedehah semah in memngkat

b BAZNAS diharapkan pro aknf dengan Pemenntah daerah dan vptmus daiam hal
pengumpulan Zakat Infaq dan Sedekah

Demikian laporan i dibuat atas ama pengurus BAZNAS Kabupaten Bone Bolango, Scwenap
pamtianya dan peserta penenima bantuan, dengan scgala kerendahan han Ty WD

teimakasih kepada bapak Bupan Bone Bolango dan sluruh SKPD yany selama teiah
membantu BAZNAS sehingga berbaga program teilaksana dengan baik

Suwawa,  Desember 20

Pengurus BAZNAS Kab Buone Bolany
Ketua

H. Harun Nur Rasyid S, Badjoda, S.Ip

il
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i

Wawancara dengan Bapak H. Faisal Pakaya, S.Hi dan Bapak H. Syarifudin
Karim, S.Pd
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BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional
KABUPATEN BONE BOLANGO

¢ SURAT KETERANGAN
Nomor : 22 /BAZNAS/BB/X/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  Drs. H. Adam K Tadu, M.Pd.1

Jabatan : Ketua BAZNAS Kabupaten Bone Bolango

Memberikan Keterangan bahwa :

Nama . Tri Satrio Utiarahman

NIM . E1117052

Fakultas :  Ekonomi

Prodi : Akuntansi

Alamat . Desa Tingkohubu Timur, Kec. Suwawa, Kab. Bone Bolango

Benar — benar telah melakukan penelitian di BAZNAS Kabupaten Bone Bolango terhitung
mulai dari tanggal 4 Oktober sampai 19 Oktober 2021 dengan judul penelitian “Analisis
Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengeloalaan Dana Zakat” (Studi Kasus Pada
BAZNAS Kab.Bone Bolango).

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

uwawa, 21 Oktober 2021

Sekretariat:
Kompleks Kantor Bupati J1. Prof. Dr. Ing BJ. Habibie No. | Desa Ulantha Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango
Telp/WA 082290151657 Email: baznaskab bonebolango@baznas go.id




KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
UNIVERSITAS ICHSAN '
(UNISAN) GORONTALO

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/0/2001
JI. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDAS| BEBAS PLAGIASI
No. 0876/UNISAN-G/S-BP/XI1/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama . Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja . Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasisw : TRI SATRIO UTIARAHMAN

NIM . E1117052

Program Studi : Akuntansi (S1)

Fakultas . Fakultas Ekonomi

Judul Skripsi . Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam

Pengelolaan Dana Zakat (Studi Kasus Pada BAZNAS
Kabupaten Bone Bolango)

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk
judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 30%, berdasarkan SK Rektor No.
237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan
Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat
Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy
skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format
penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi
tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujiankan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 08 November 2021
Tim Verifikasi,

NIDN. 0906058301

Tembusan :

Dekan

Ketua Program Studi
Pembimbing | dan Pembimbing I
Yang bersangkutan

Arsip

mhoON=
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